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KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
PT NINDYA KARYA (Persero)

Nomor:  0494/DIRUT/KPTS/SEKPER/11/2020
107/Kom/11/2020

Tentang
PEDOMAN PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)
PT NINDYA KARYA (Persero)

MENIMBANG : a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris
PT NINDYA KARYA (Persero) nomor: 0489/DIRUT/KPTS/SEKPER/
09/2020 dan 87/Kom/09/2020 tanggal 15 September 2020 telah
ditetapkan Pedoman Penerapan Good Corporate Governance
(GCG) PT NINDYA KARYA (Persero);

b. Bahwa dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan Direksi
PT NINDYA KARYA (Persero) nomor: 0492/DIRUT/KPTS/SEKPER/
11/2020 tanggal 9 November 2020 tentang Visi, Misi PT NINDYA
KARYA (Persero), maka dilakukan penyesuaian pada Pedoman
Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance) Revisi 04
dan Pedoman Perilaku Etika (Code of Conduct) Revisi 07,

¢. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi.

MENGINGAT

—

Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan kedua
atas undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 Jo. Undang-Undang Nomor
31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik
Negara;
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
Peraturan Pemerintah RI Nomor 64 Tahun 2001 tentang Pengalihan
Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan pada
Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan
Perusahaan Jawatan (Perjan) Kepada Menteri Negara Badan Usaha
Milik Negara;
8.  Peraturan Pemerintah Rl Nomor : 45 Tahun 2005 tentang Pendirian,
Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN,;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 tentang
Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Perubahan Bentuk
Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara;
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Instruksi Presiden R.l. Nomor 8 tahun 2005 tentang Pengangkatan
Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
BUMN;

Anggaran Dasar PT NINDYA KARYA (Persero) Akta Pernyataan
Keputusan Pemegang Saham PT NINDYA KARYA (Persero) Nomor
1 Tahun 2008 tanggal 04 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan N.M
Dipo Nusantara Pua Upa, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana
terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang
Saham PT NINDYA KARYA Nomor 68 tanggal 31 Januari 2020
yang dibuat di hadapan Khairina, SH, Notaris di Jakarta;

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi R.I. Nomor 2 tahun 2019
tentang Pelaporan Gratifikasi Jo. Nomor 06 tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi nomor
02 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status
Gratifikasi;

Peraturan Menteri Badan usaha Milik Negara nomor : PER-
02/MBU/04/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri
Badan Usaha Milik Negara nomor: PER-09/MBU/07/2015 tentang
Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha
Milik Negara;

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia
Nomor: PER-01/MBU/05/2019 tentant Perubahan Keempat atas
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-
04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi,
Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik
Negara;

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor : PER-
02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan
dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan
Pengawas Badan Usaha Milik Negara;

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor : PER-
03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan,
dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan usaha Milik Negara
Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-
12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas Badan Usaha Milik Negara;

Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 Jo.
Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola
Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan
Usaha Milik Negara;

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara R.l. Nomor: SK-
3156/MBU/12/2019 tentang Penataan Anak Perusahaan atau
Perusahaan Patungan di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara SK-
03/D7.MBU/12/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Penyaluran
Dana Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara melalui Badan
Usaha Milik Negara Khusus;

Toward The Excellest



21.

22.

23.

24,

25.

26.

2.

28.

29.

30.

31.

NINDYA

Keputusan Menteri Badan usaha Milik Negara R.I. Nomor: KEP-
59/MBU/2004 tentang Kontrak Manajemen Calon Anggota Direksi
Badan Usaha Milik Negara;

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-
100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha
Milik Negara;

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-
101/MBU/2002 tentang Penyusuan Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan Badan Usaha Milik Negara;

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor KEP-
102/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Jangka Panjang
Badan Usaha Milik Negara;

Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian
dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
(Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara;
Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara R.l. nomor: SE-
2/MBU/07/2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang Pengelolaan Badan
Usaha Milik Negara yang Bersih Melalui Implementasi Pencegahan
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Penanganan Benturan
Kepentingan serta Penguatan Pengawasan Intern;

Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia nomor:
B.1341/01-13/03/2017 tanggal 15 Maret 2017 Hal Pedoman dan
Batasan Gratifikasi;

Keputusan para Pemegang Saham PT NINDYA KARYA Nomor :
SK-26/MBU/01/2020 dan Kep-PS 03/PPA/0120 tanggal 22 Januari
2020 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan
Anggota-anggota Direksi PT NINDYA KARYA Juncto Keputusan
Para Pemegang Saham PT NINDYA KARYA nomor: SK-
217/MBU/07/2018 dan KEP-PS 5/PPA/0718 tanggal 20 Juli 2018
tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan,
Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi
PT NINDYA KARYA Juncto Keputusan Para Pemegang Saham
PT NINDYA KARYA nomor: SK-282/MBU/10/2018 dan SK-
65/PPA/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Anggota Direksi PT NINDYA KARYA:;

Keputusan Dewan Komisaris dan Direksi PT NINDYA KARYA
(Persero) nomor: 0167/DIRUT/-I/KPTS/SEKPER/03/2016 tanggal 15
Maret 2016 tentang Penerapan Good Corporate Governance
PT NINDYA KARYA (Persero);

Keputusan Direksi PT NINDYA KARYA (Persero) nomor:
0972/DIRUT/KPTS/KDS/10/2019 tanggal 9 Oktober 2019 tentang
Penetapan Struktur Organisasi Perusahaan PT NINDYA KARYA
(Persero);

Keputusan Direksi PT NINDYA KARYA (Persero) nomor:
0097/DIRUT/KPTS/KDS/08/2018 tanggal 22 Januari 2019 tentang
Pembebasan dan Pengangkatan Pejabat-pejabat di Lingkungan
PT NINDYA KARYA (Persero) Juncto Surat Keputusan Direksi PT
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NINDYA KARYA (Persero) nomor: 0730/DIRUT/KPTS/KDS/08/2019
tanggal 01 Agustus 2019 tentang Pembebasan dan Pengangkatan
Pejabat di Lingkungan PT NINDYA KARYA (Persero) Juncto Surat
Keputusan Direksi PT NINDYA KARYA (Persero) nomor:
0205/DIRUT/KPTS/ KDS/03/2020 tanggal 03 Maret 2020 tentang
Pembebasan & Pengangkatan Kepala Departemen Produksi
merangkap Manager Pengendalian PT NINDYA KARYA (Persero)
Kantor Pusat Juncto Surat Keputusan Direksi
PT NINDYA KARYA (Persero) nomor: 0461/DIRUT/KPTS/
KDS/06/2020 tanggal 29 Juni 2020 tentang Pembebasan &
Pengangkatan Pejabat di Lingkungan PT NINDYA KARYA (Persero)
Juncto Surat Keputusan Direksi PT NINDYA KARYA (Persero)
nomor: 3013/DIRUT/KPTS/KDS/11/2020 tanggal
02 November 2020 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas (PIt)
Kepala Departemen SDM dan Pengangkatan Jabatan Rangkap
Manager SDM Ill PT NINDYA KARYA (Persero) Kantor Pusat;

Surat Keputusan Direksi PT NINDYA KARYA (Persero) nomor:
0127/DIRUT-I/KPTS/KDS/02/2020 tentang Struktur Organisasi
Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) PT NINDYA KARYA
(Persero);

Surat Keputusan Direksi PT NINDYA KARYA (Persero) nomor:
0265/DIRUT/KPTS/SEKPER/03/2020 tentang Tim Pemantau
Pelaksanaan Whistle Blowing System (WBS) PT NINDYA KARYA
(Persero);

Surat Keputusan Direksi PT NINDYA KARYA (Persero) nomor:
0474/DIRUT/KPTS/SEKPER/07/2020 tentang Tim Unit
Pengendalian Gratifikasi (UPG) PT NINDYA KARYA (Persero);
Surat Keputusan Direksi PT NINDYA KARYA (Persero) nomor:
2988/DIRUT/KPTS/KDS/08/2020 tanggal 14 Agustus 2020 tentang
Perubahan Struktur Organisasi Perusahaan PT NINDYA KARYA
(Persero) Juncto Nomor: 0972/DIRUT/KPTS/KDS/10/2019 tanggal
09 Oktober 2019 tentang Perubahan Struktur Organisasi
Perusahaan;

Surat Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris PT NINDYA KARYA
(Persero) nomor: 0489/DIRUT/KPTS/SEKPER/ 09/2020 dan
87/Kom/09/2020 tanggal 15 September 2020 telah ditetapkan
Pedoman Penerapan Good Corporate Govemance (GCG)
PT NINDYA KARYA (Persero);

Surat Keputusan Direksi PT NINDYA KARYA (Persero) nomor:
2999/DIRUT/KPTS/KDS/09/2020 tentang Budaya Perusahaan
(Corporate Culture) PT NINDYA KARYA (Persero);

Surat Keputusan Direksi PT NINDYA KARYA (Persero) nomor:
0492/DIRUT/KPTS/SEKPER/11/2020 tanggal 9 November 2020
tentang Visi, Misi PT NINDYA KARYA (Persero);
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MEMUTUSKAN

PEDOMAN PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PT NINDYA KARYA (Persero)

Melakukan penyesuaian terhadap buku Pedoman Good Corporate

Governance (GCG) Perusahaan atas perubahan Visi Misi PT NINDYA

KARYA (Persero) yaitu:

1. Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance)
Revisi 0.5

2. Pedoman Perilaku Etika (Code of Conduct) Revisi 0.8

Sebagaimana lampiran Surat Keputusan ini

Dengan diberlakukannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan
Direksi PT NINDYA KARYA (Persero) nomor: 0489/DIRUT/KPTS/
SEKPER/09/2020 tanggal 15 September 2020 tentang Penerapan Good
Corporate Governance PT NINDYA KARYA (Persero) dinyatakan tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Surat Keputusan ini:

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila di kemudian hari terdapat keliruan dan/atau diperlukan
di dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Dewan Komisaris PT NINDYA KARYA (Persero);

2. Yth. Direksi PT NINDYA KARYA (Persero);

3. Yth. Kepala Departemen/ Satuan/ Unit Penunjang Produksi / Sekretaris Perusahaan,
General Manager Wilayah/Divisi, Anak Perusahaan PT NINDYA KARYA (Persero);

Ditetapkandi  : Jakarta

Padatanggal : 16 November 2020
Komisaris Utama, Direktur Utama,
Sugiyprtanto Haédar A. Karim

Toward The Excellest
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PERNYATAAN KOMITMEN
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT NINDYA KARYA (Persero)

Dewan Komisaris dan Direksi PT NINDYA KARYA (Persero), dengan ini menyatakan
bahwa dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing senantiasa
menerapkan Pedoman Good Corporate Governance, antara lain Pedoman Tata Kelola
Perusahaan (Code of Corporate Goverance), pola hubungan kerja Dewan Komisaris
dan Direksi (Board Manual), Pedoman Perilaku Etika (Code of Conduct), Pedoman
Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing System), Pedoman Penanganan
Gratifikasi dan Pedoman Benturan Kepentingan Perusahaan.

Jakarta, 16 November 2020

Dewan Komisaris, Direksi,

Haedar A. Karim
irektur Utama

Andar Perdana Widiastono

Komisaris Direktur Produketr@an Health Safety and
Envikpnment
Rika Kiswarfﬁr i Haryanto
Komisari Direktur Keuangan'dan Sumber Daya
Manusia
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Moeharmein Zein Chaniago
Direktur Pemasaran dan Pengembangan
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SAMBUTAN DIREKSI

Seiring dengan perubahan terhadap peraturan Perundang-undangan mengenai Penerapan Tata
Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) sebagaimana Peraturan Menteri BUMN Nomor
: PER-01/MBU/2011 Jo. PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
(Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara dan mengacu pada Keputusan
Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK-16/S.MBU/2012 tentang
Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
(Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, sebagai wujud komitmen insan
NINDYA terhadap penerapan GCG secara konsisten dan berkelanjutan, maka diperlukan
perubahan terhadap Code of Corporate Governance yaitu dengan diterbitkannya Buku Code of
Corporate Governance Revisi Keempat.

Code of Corporate Governance ini merupakan panduan dalam pengelolaan Perusahaan menjadi
lebih terarah, teratur dan terukur serta bertanggung jawab guna mewujudkan Visi Perusahaan
yaitu “Menjadi Perusahaan Konstruksi dan Investasi Terkemuka Berbasis Excellent Engineering
di Asia Tenggara” dengan tetap menganut prinsip-prinsip Transparansi (transparency),
Akuntabilitas (accountability), Pertanggungjawaban (responsibility), Kemandirian
(independency) dan Kewajaran (fairness). Patuh terhadap peraturan yang berlaku dengan nilai
moral yang tinggi.

Ketentuan Code of Corporate Governance ini juga menjadi acuan interaksi antar organ Perusahaan
(Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris) maupun dengan Stakeholders lainnya guna
mendorong Perusahaan dalam setiap membuat keputusan dan menjalankan tindakan yang dapat
dipertanggungjawabkan.

Kami sadar bahwa akan banyak hambatan dalam implementasinya, mengingat diperlukannya
perubahan-perubahan perilaku yang mendasar dan berkelanjutan. Namun seiring dengan
perkembangan Perusahaan dan kebutuhan akan perubahan menjadi syarat mutlak keberhasilan
perusahaan dan seluruh jajaran PT NINDYA KARYA (Persero) bertekad untuk mewujudkannya.
Dengan landasan pemikiran tersebut, diharapkan insan NINDYA dijiwai oleh nilai-nilai utama
budaya (Core Values) yaitu Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif dan slogan
“Toward the Excellent" diharapkan menuju Tata Kelola Good Corporate Governance yang baik.
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KESEPAKATAN DALAM MELAKSANAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
(CODE OF CORPORATE GOVERNANCE)
PT NINDYA KARYA (Persero)

Dalam rangka pengelolaan Perusahaan yang sehat dan beretika, PT NINDYA KARYA (Persero)
menyatakan kesepakatan untuk melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan (Good
Corporate Governance) dengan sebaik-baiknya demi Kemajuan Perusahaan.

Sebagai salah satu upaya yang telah dilakukan adalah penyusunan dan implementasi Pedoman
Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance).

Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance) merupakan acuan penerapan
Good Corporate Governance Perseroan dalam membuat keputusan, menjalankan tindakan
dengan dilandasi moral tinggi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan
kesadaran akan tanggung jawab sosial Perseroan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan
(stakeholders).

Dengan diberlakukannya Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance) dalam
rangka penerapan Good Corporate Governance, PT NINDYA KARYA (Persero) bersepakat dan

berkomitmen untuk mematuhi dan melaksanakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of
Corporate Governance).

Jakarta, 16 November 2020

DEWAN KOMISARIS
PT NINDYA KARYA (Persero)

Komisaris, Komisaris, Komisaris Utama,

Rika Kiswardani Andar Perdana Widiastono Sugiyartanto
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KESEPAKATAN DALAM MELAKSANAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
(CODE OF CORPORATE GOVERNANCE)
PT NINDYA KARYA (Persero)

Dalam rangka pengelolaan Perusahaan yang sehat dan beretika, PT NINDYA KARYA (Persero)
menyatakan kesepakatan untuk melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan (Good
Corporate Governance) dengan sebaik-baiknya demi Kemajuan Perusahaan.

Sebagai salah satu upaya yang telah dilakukan adalah penyusunan dan implementasi Pedoman
Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance).

Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance) merupakan acuan penerapan
Good Corporate Governance Perseroan dalam membuat keputusan, menjalankan tindakan
dengan dilandasi moral tinggi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan
kesadaran akan tanggung jawab social Perseroan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan
(stakeholders).

Dengan diberlakukannya Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance) dalam
rangka penerapan Good Corporate Governance, PT NINDYA KARYA (Persero) bersepakat dan
berkomitmen untuk mematuhi dan melaksanakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of
Corporate Governance).

Jakarta, 16 November 2020

DIREKSI
PT NINDYA KARYA (Persero)

Direktur Utama,

f
I-‘Iaedar A.Karim

Direktur Pemasaran dan Direktur Keuangan dan Sumber Direktur Produksi dan Health
Pengembangan, Daya Manusia, Safety and Environment,
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KESEPAKATAN DALAM MELAKSANAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
(CODE OF CORPORATE GOVERNANCE)
PT NINDYA KARYA (Persero)

Dalam rangka pengelolaan Perusahaan yang sehat dan beretika, PT NINDYA KARYA (Persero)
menyatakan kesepakatan untuk melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan (Good
Corporate Governance) dengan sebaik-baiknya demi Kemajuan Perusahaan.

Sebagai salah satu upaya yang telah dilakukan adalah penyusunan dan implementasi Pedoman
Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance).

Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance) merupakan acuan penerapan
Good Corporate Governance Perseroan dalam membuat keputusan, menjalankan tindakan
dengan dilandasi moral tinggi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan
kesadaran akan tanggung jawab social Perseroan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan
(stakeholders).

Dengan diberlakukannya Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance) dalam
rangka penerapan Good Corporate Governance, PT NINDYA KARYA (Persero) bersepakat dan
berkomitmen untuk mematuhi dan melaksanakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of
Corporate Governance).

Jakarta, 16 November 2020
PEJABAT
PT NINDYA KARYA (Persero)

Kepala Satuap/Pengawdsan Intern,

Arista/Febri Eriyawan

Kepala Departemen Keuangan,

/’L_..n-‘
Broto Hariadi
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Kepala Departemen,Pemasaran,

Imam Sugiatno

Kepala Departemen Estimating,

Farid Budiyanto
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Kepala Departemen Pengembangan,

Surafﬁﬁ/

Kepala Departe

Kepala Departemen Akuntansi dan Pajak
merangkap Kepala Departemen Sumber Daya Manusia,
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PENDAHULUAN

Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan) adalah suatu proses dan
struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan
usaha dan akuntabilitas Perusahaan guna meningkatkan nilai pemegang saham
(shareholder’s values) dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan
kepentingan shareholder’s lainnya berlandaskan kepentingan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika

Pengantar

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu roda perekonomian Bangsa
Indonesia. Pembangunan infrastruktur secara terencana dan terpadu tidak saja
merupakan tolok ukur keberhasilan Pembangunan secara keseluruhan namun
juga menciptakan lapangan kerja dan mempercepat pengembangan wilayah
serta distribusi dan mobilisasi kegiatan ekonomi lainnya.

PT NINDYA KARYA (Persero), untuk selanjutnya disebut Perusahaan, sebagai
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh
Pemerintah sebesar 1% dan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) sebesar
99%, berperan serta mendukung program Pemerintah melalui kegiatan Jasa
Konstruksi.

Jasa konstruksi yang berkualitas disertai upaya pengembangan potensi yang
dimiliki Perusahaan secara maksimal akan menghasilkan solusi yang inovatif
bagi penyelesaian masalah teknologi dan konstruksi.

Selain itu, mengikuti perkembangan perubahan lingkungan bisnis yang semakin
intens, Perusahaan berkomitmen untuk memuaskan seluruh Pemangku
Kepentingan (stakeholders). Untuk dapat mengoptimalkan peran tersebut dan
mampu memiliki kinerja yang tinggi dalam pertumbuhan ekonomi yang semakin
terbuka dan kompetitif, baik Nasional maupun global, Perusahaan perlu
menumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme dalam pengurusan dan
pengawasannya. Pengurusan dan pengawasan Perusahaan dilakukan
berdasarkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate
Governance).

Dalam rangka penerapan Good Corporate Governance (GCG) tersebut, perlu
adanya Code of Corporate Governance sebagai acuan/norma/pedoman dalam
interaksi antar organ Perusahaan maupun dengan Pemangku Kepentingan
(stakeholders) lainnya.

Latar
Belakang
penggerak
Code of CG

Tujuan
Penerapan
GCG

Tujuan penerapan Good Corporate Governance pada PT NINDYA KARYA
(Persero) adalah :

1. Mengoptimalkan nilai Perusahaan agar dapat memiliki daya saing yang
kuat, baik secara Nasional maupun Internasional, sehingga mampu
mempertahankan keberadaan dan hidup berkelanjutan untuk mencapai
maksud dan tujuan

2. Mendorong pengelolaan Perusahaan secara professional, efektif dan y
efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian 4
organ perusahaan.
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Prinsip-
prinsip
GCG

Visi, Misi
dan Nilai-
nilai

Utama
Budaya
(Core
Values)

NINDYA

3. Mendorong agar organ Perusahaan dalam membuat keputusan dan
menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya
tanggung jawab social Perusahaan terhadap Pemangku Kepentingan
(stakeholders) maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perusahaan.

4, Meningkatkan kontribusi Perusahaan dalam perekonomian Nasional

5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan Investasi Nasional

" Prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam pengelolaan PT NINDYA

KARYA (Persero) adalah:

1. Transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan
proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan
informasi material dan relevan mengenai perusahaan:

2. Akuntabilitas (Accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan
pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana
secara efektif

3. Pertanggungjawaban (responsibility), vyaitu kesesuaian di dalam
pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan
prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

4, Kemandirian (Independency), yaitu keadaan dimana Perusahaan dikelola
secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan
dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5. Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi
hak-hak Pemangku Kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan
perjanjian dan peraturan perundang-undangan

VISI

“Menjadi Perusahaan Global di Bidang Konstruksi dan Investasi Berbasis
Engineering yang Terpercaya, Terkemuka dan Berkelanjutan”

MisI

“+ Meningkatkan Nilai Tambah bagi Stakeholders secara Berkelanjutan
berbasis Excellence Engineering dengan Inovasi serta Human Capital yang
Unggul dan Berakhlak.

“+ Mengembangkan Industri Konstruksi dan Invesatsi yang Berstandar
Global dan Berdaya Saing Tinggi dengan Mengutamakan Kepuasan
Pelanggan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Kelestarian
Lingkungan yang Berkelanjutan.
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Slogan:
“Toward The Excellent”

Nilai-Nilai Utama Budaya (Core Values) Sumber Daya Manusia PT NINDYA
KARYA (Persero) terdiri dari:

1. Amanah
Definisi: Memegang teguh kepercayaan yang diberikan.
Panduan Perilaku:
a. Memenuhi janji dan komitmen
b. Bertanggung jawab atas tugas, keputusan dan tindakan yang dilakukan
c. Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika

2. Kompeten
Definisi: Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.
Panduan Perilaku:
a. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu
berubah
Membantu orang lain belajar
c. Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik

3. Harmonis
Definisi: Saling peduli dan menghargai perbedaan.
Panduan Perilaku:
a. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya
b. Suka menolong orang lain
c. Membangun lingkungan kerja yang kondusif

4. Loyal
Definisi: Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara
Panduan Perilaku
a. Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN dan Negara
b. Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar
c. Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum
dan etika

5. Adaptif
Definisi: Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun
menghadapi perubahan
Panduan Perilaku:
a. Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik
b. Terus menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan
teknologi
c. Bertindak proaktif

A
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6. Kolaboratif
Definisi: Membangun kerja sama yang sinergis
Panduan Perilaku:
a. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi
b. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah
c. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan
bersama
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STRUKTUR GOVERNANCE

. ORGAN UTAMA
1. Pemegang Saham dan RUPS
2. Dewan Komisaris
3. Direksi

. ORGAN PENDUKUNG
1. Komite Audit
2. Satuan Pengawasan Intern (SPI)
3. Sekretaris Perusahaan
4. Auditor Eksternal
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.  ORGAN UTAMA

1. Pemegang Saham dan RUPS

Pengertian

Umum

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ Perusahaan
yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan dan
memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada
Direksi atau Komisaris.

Pemegang Saham PT NINDYA KARYA (Persero) adalah Negara
Republik Indonesia c.g. Menteri BUMN dan  Direksi PT
Perusahaan Pengelola Aset (Persero). Menteri BUMN dan Direksi
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) bertindak selaku RUPS
dan Pemegang Saham PT NINDYA KARYA (Persero).

1. RUPS dalam Perusahaan terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS
lainnya yang disebut RUPS Luar Biasa yang dapat diadakan
sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

2. RUPS merupakan forum bagi Komisaris dan Direksi untuk
melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas serta kinerjanya kepada Pemegang Saham.

3. RUPS menyetujui/mengesahkan  Laporan  Tahunan,
Perhitungan Tahunan, RKAP, dan RJPP dengan tepat waktu.

4. Pengesahan perhitungan tahunan oleh RUPS berarti
memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya
(acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan
Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah
dijalankan selama tahun yang lalu, sejauh tindakan tersebut
ternyata (tergambar) dalam perhitungan tahunan.

5. Pemegang Saham memiliki mekanisme pengangkatan dan
pemberhentian Komisaris dan Direksi.

6. Pemegang Saham memiliki mekanisme penilaian kinerja
Perusahaan dan penilaian kinerja masing-masing Komisaris
dan Direksi.

7. Pemegang Saham melaksanakan GCG sesuai

wewenang dan tanggung jawabnya.

dengan

8. RUPS wajib menetapkan Indikator Pencapaian Kinerja (Key
Performance Indicators) Dewan Komisaris berdasarkan
usulan dari Dewan Komisaris yang bersangkutan.

NINDYA

UU 19/2003
Pasal 1

PP 45 /2005
Pasal 1 (10)

UU 19/2003
Pasal 14

AD

Pasal 20 (1) &
uu 40/2007
Pasal 78

AD
Pasal 21 (3)

PER-01/2011
Pasal 11

PER-01/2011
Pasal 15 (1)
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9.

10.

11.

Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling
lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS
diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal
pemanggilan dan tanggal RUPS.

Rapat Umum Pemegang Saham dapat memberhentikan para
anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan
alasannya;

Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat dan
memberhentikan  Anggota Dewan Komisaris, tidak
bersamaan waktunya dengan pengangkatan Anggota
Direksi, dengan masa jabatan ditetapkan 5 (lima) tahun dan
dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan

Menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS.

Memperoleh informasi material mengenai Perusahaan
secara tepat waktu, terukur dan teratur.

Menerima pembagian dari keuntungan Perusahaan dalam
bentuk dividen.

Memperoleh penjelasan lengkap dan informasi akurat
berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS, termasuk
Rencana Jangka Panjang (RJP), Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan (RKAP), Laporan Keuangan dan Laporan
Tahunan.

NINDYA

uu 40/2007
Pasal 82 (1)

AD Pasal 10 (13)

AD Pasal 14
(9810&12)

PER-01/2011
Pasal 5 (1)

PER-01/2011
Pasal 6
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I 2. Dewan Komisaris
. Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertugas UU 40/2007
Pengertian . . Pasal 1 (6)
melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada
Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan.  uu 19/2003
Pasal 1(7)
PP 45/2005
Pasal 1 (8)
Dewan Komisaris disebut juga Komisaris PER-01/2011
Pasal 1 (5)
Umam Anggota Komisaris diangkat berdasarkan pertimbangan UU 19/2003
integritas,  dedikasi, memahami  masalah-masalah P59/ 28(1)
manajemen Perusahaan yang berkaitan dengan salah satu PP 45/2005
fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai pgsqr 50
di bidang usaha Perusahaan, serta dapat menyediakan
waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
Komposisi Komisaris seyogyanya mencerminkan berbagai
keahlian yang saling mendukung pelaksanaan tugas
Komisaris. Komisaris dapat membentuk komite-komite
atau mendapatkan staf ahli yang diperlukan untuk
membantu tugasnya atas beban Perusahaan.
Komisaris dapat mengangkat seorang Sekretaris Komisaris PP 45/2005
untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya. Pasal 61
PER-12/2012
Pasal 3
SK-
16/5.MBU/2012
Par 75
S . . .. UU40/2007
Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, Pasal 108 (4)

melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

Mantan anggota Direksi Perusahaan dapat menjadi anggota
Dewan Komisaris pada Perusahaan, setelah tidak menjabat
sebagai anggota Direksi Perusahaan sekurang-kurangnya 1
(satu) tahun, kecuali dengan pertimbangan tertentu yang
diputuskan oleh Menteri dalam rangka menjaga
kesinambungan program penyehatan Perusahaan,
sepanjang tidak ada ketentuan peraturan perundangan lain
yang melarangnya.

Dalam komposisi Dewan Komisaris, paling sedikit 20% (dua
puluh persen) merupakan anggota Dewan Komisaris

PER-01/2011
Pasal 13 (2)

PER-01/2011
Pasal 12 (10)

PER-01/2011
Pasal 13 (1)

15

A
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Tugas dan
Tanggung
Jawab

Independen  yang  ditetapkan  dalam
pengangkatannya.

keputusan

Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan
tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh
RUPS

Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan
pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik
mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan
memberi nasihat kepada Direksi sesuai dengan maksud dan
tujuan Perseroan.

Dewan Komisaris berhak memperoleh informasi
Perusahaan secara tepat waktu, terukur dan lengkap.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris harus mematuhi
Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-
undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip
profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian,
akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

Dewan Komisaris harus memantau dan memastikan bahwa
GCG telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.

Dewan Komisaris membuat pembagian tugas yang diatur
sendiri.

Dewan Komisaris wajib menyusun rencana kerja dan
anggaran tahunan yang merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari RKAP dan menyampaikan laporan tentang
tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku
yang baru lampau kepada RUPS.

Dewan Komisaris harus memastikan bahwa dalam Laporan
Tahunan perusahaan telah memuat informasi mengenai
identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan
Komisaris di perusahaan lain, termasuk rapat-rapat dalam
satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan
dengan Direksi), serta honorarium, fasilitas, dan/atau
tunjangan lain yang diterima dari Perusahaan.

NINDYA

UU 40/2007
Pasal 113

UU 40/2007
Pasal 108 (1,2)

PER-01/2011
Pasal 12

PER-01/2011
Pasal 16

UU 19/2003
Pasal 6 (3)

PER-09/2012
Pasal 12 (1)

PER-09/2012
Pasal 12 (7)

PER-09/2012
Pasal 12 (4)

UU 40/2007
Pasal 116 (c)
PER-09/2012
Pasal 12 (5&6)
SK-
16/S.MBU/2012
Par 45

PER-09/2012
Pasal 12 (8)
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10.

11.

3. Direksi

Pengertian

Umum

Dewan Komisaris wajib melaporkan mengenai kepemilikan
sahamnya dan/atau keluarganya pada Perusahaan dan
Perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya;

Dewan Komisaris memiliki kebijakan dan melaksanakan
pembagian tugas diantara Anggota Dewan Komisaris;

Dewan Komisaris menetapkan mekanisme pengambilan
keputusan;

Dewan Komisaris memastikan audit eksternal dan audit
internal dilaksanakan secara efektif serta melaksanakan
telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan;

Direksi adalah organ Perusahaan yang bertanggung jawab

atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan

Perusahaan, serta mewakili Perusahaan baik di dalam

maupun di luar pengadilan.

1. Anggota Direksi diangkat berdasarkan pertimbangan
keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur,
perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk
memajukan dan mengembangkan Perusahaan;

2. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi
ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak
menetapkan pembagian tugas dan wewenang tersebut,
maka pembagian tugas dan wewenang diantara Direksi
ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi;

3. Pendalaman pengetahuan sebagai bagian dari program
peningkatan kompetensi bagi tiap anggota Direksi
sangat penting untuk menjamin agar Direksi tetap
mengikuti perkembangan baru dalam industri jasa
konstruksi.

4. Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima)
tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali
masa jabatan

NINDYA

UU 40/2007
Pasal 116 (b)
AD Pasal 8 (3)
PER-09/2012
Pasal 12 (9)

SK-
16/5.MBU/2012
Par 43

SK-
16/5.MBU/2012
Par 44

SK-
16/5.MBU/2012
Par 62

UU 19/2003
Pasal 1 &5

UuU 19/2003
Pasal 16 (1)

AD
Pasal 11(25)

SK-
16/5.MBU/2012
Par 85

PP 45/2005
Pasal 19 (1)
AD pasal 10 (11)

17
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Tugas dan
Tanggung
Jawab

Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat
Umum Pemegang Saham

Anggota Direksi diberi gaji dan tunjangan/fasilitas
termasuk santunan Purna Jabatan yang jenis dan
jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang
Saham dengan memperhatikan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi
Perseroan lowong, maka dalam waktu paling lambat 30
(tigapuluh) hari setelah terjadi lowongan, harus
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk
mengisi jabatan anggota Direksi yang lowong tersebut,
namun apabila jabatan Direksi yang lowong belum ada
maka Dewan Komisaris menunjuk salah seorang
anggota Direksi lainnya, atau Rapat Umum Pemegang
Saham menunjuk pihak lain selain anggota Direksi yang
ada, untuk sementara menjalankan pekerjaan anggota
Direksi yang lowong tersebut dengan kekuasaan dan
wewenang yang sama;

Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang
berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk
kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan
tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di
dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan
segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS;

Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan
penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk
kepentingan dan usaha Perusahaan dengan
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi wajib
mencurahkan tenaga, pikiran dan perhatian secara
penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan
Perusahaan.

NINDYA

AD Pasal 10 (7)

AD Pasal 10 (25)

AD Pasal 10 (26)

AD
Pasal 11 (1)

PP 45/2005
Pasal 26

AD
Pasal 11 (7)

UU 19/2003
Pasal 19
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10.

Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara
pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai
menjalankan tugasnya dan secara tanggung renteng
bertanggung jawab atas keputusan Direksi.

Direksi wajib membantu dan memberi dukungan
sepenuhnya kepada SPI dalam melaksanakan tugasnya,
serta melakukan tindak lanjut atas hasil temuan SPI.

Direksi harus menyampaikan informasi mengenai
identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan
Dewan Komisaris di anak perusahaan/perusahaan
patungan dan/atau perusahaan lain, termasuk rapat-
rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat
internal maupun rapat gabungan dengan Dewan
Komisaris), serta gaji, fasilitas, dan/atau tunjangan lain
yang diterima dari Perusahaan dan anak
perusahaan/perusahaan patungan untuk dimuat dalam
Laporan Tahunan.

Direksi wajib membuat, memelihara Daftar Pemegang
Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat
Direksi, Laporan Tahunan dan Dokumen Keuangan
Perusahaan serta menyimpannya di tempat kedudukan
perusahaan.

Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern
dengan membentuk Satuan Pengawasan Intern dan
membuat  Piagam Pengawasan Intern serta
menyampaikan laporan pelaksanaan fungsinya kepada
Dewan Komisaris secara periodik.

Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi
sekretaris perusahaan, pengawasan intern dan
tatakelola teknologi informasi di perusahaan.

Direksi wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai
saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan
dan/atau keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan
Lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus;

NINDYA

Uu 40/2007
Pasal 97 (3, 4)

PER-01/2011
Pasal 19 (3)

UU 40/2007
Pasal 100
PER-01/2011
Pasal 22 (1)

PER-01/2011
Pasal 28 (1),(2),

(5)

PER-01/2011
Pasal 28 (6),
Pasal 29 (5) &
Pasal 30 (3)
SK-
16/S.MBU/2012
Par 130 & 133

UU 40/2007
Pasal 101 (1)
AD Pasal 8 (3)




>

2

Tata Kelola
Perusahaan
Code of Corporate Governance NINDYA
11. Direksi melaksanakan system peningkatan mutu produk SK-
dan pelavanan 16/5.MBU/2012
pelay Par 101
12. Direksi melaksanakan pengadaan barang dan jasayang 5K
menguntungkan bagi perusahaan, baik harga maupun igfsl./(\]/;BU/zmz
kualitas barang dan jasa tersebut;
13. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan ip"%zso?f)
Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan asa
serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar
Pengadilan;
14. Salah seorang anggota Direksi ditunjuk oleh Rapat Z?/?I;/IBU/ZOH
Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan pasal 19 (2)
dan pemantauan GCG di Perusahaan;
15. Direksi wajib melaporkan kepada Perusahaan mengenai gg%mu/zou
kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya Pasal 19 (4)
(istri/suami dan anak-anaknya) pada Perusahaan dan yy  40/2007

perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya.

Pasal 101 (1)

SK-
16. Direksi melaksanakan program pelatihan dalam rangka  ;5/s vu/2012
meningkatkan kompetensi anggota Direksi; Par 85
17. Direksi menetapkan struktur/susunan organisasi yang k-
sesuai dengan  kebutuhan  perusahaan dan 16/5.MmBU/2012
menetapkan kebijakan-kebijakan operasrional dan Par 86, 87

standard operasional bau (SOP) untuk proses bisnis inti
(core business) perusahaan;

Il. ORGAN PENDUKUNG

1. KOMITE AUDIT

Komite Audit adalah organ pendukung Perusahaan yang
dibentuk Komisaris untuk membantu dalam melaksanakan
fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan.

Pengertian
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1.

Umum

2.
3.
4.
5.
6.

Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit yang
terdiri dari Ketua dan Anggota, diangkat dan
diberhentikan oleh Dewan Komisaris

Ketua Komite Audit adalah anggota Dewan Komisaris
yang merupakan anggota Dewan Komisaris Independen
atau anggota Dewan Komisaris yang dapat bertindak
independent

Komite Dewan Komisaris memiliki Piagam/charter dan
program kerja tahunan, melaksanakan, melaporkan
pertemuan rutin sesuai dengan program kerja tahunan
dan melakukan kegiatan lain yang ditugaskan Dewan
Komisaris;

Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan
Komisaris, Komite dapat mengakses catatan atau
informasi tentang karyawan, dana, asset, serta sumber
daya lainnya milik Perusahaan yang berkaitan dengan
pelaksanaan tugasnya dan melaporkan secara tertulis
hasil penugasan kepada Dewan Komisaris

Komite wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan
informasi Perusahaan, baik dari pihak internal maupun
pihak eksternal dan hanya digunakan untuk
kepentingan pelaksanaan tugasnya

Anggota Komite Audit harus memenuhi persyaratan:
a. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan
serta pengalaman serta pengalaman kerja yang
cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan

NINDYA

UU 40/2007
Pasal 121 (1&
2)

PP 45/2005
Pasal 71 (1) &
(2)

PER-
12/MBU/2012
Pasal 11 (1) &
(2)

SK-
16/5.MBU/2012
Par 79

PP 45/2005
Pasal 71 (4)
PER-
12/MBU/2012
Pasal 11 (3)

SK-
16/S.MBU/2012
Par 80

SK-
16/5.MBU/2012
Par 81, 82, 83

PER-
12/MBU/2012
Pasal 27 (1) &
(2)

PER-
12/MBU/2012
Pasal 28

PP 45/2005
Pasal 71 (3a)
PER-
12/MBU/2012
Pasal 15 (1a)
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Tugas Pokok
dan Fungsi

b. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi PP 45/2005
yang dapat menimbulkan dampak negative dan ﬁg;"’ 71(3b)
benturan kepentingan terhadap Perusahaan 12/MBU/2012

c. Mampu berkomunikasi secara efektif

Komite Audit bekerja secara kolektif dan berfungsi
membantu Komisaris dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 15 (1b)

PP 45/2005
Pasal 71 (3c)
PER-
12/MBU/2012
Pasal 15 (1c)

UU 19/2003
Pasal 70 (1)
PP 45/2005
Pasal 71 (1)

Komite Audit bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan /55;5//7220?:)
tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung pgp.
jawab langsung kepada Komisaris. 12/MBU/2012
Pasal 12 (2)
Anggota Komite Audit harus memiliki integritas yang baik  pp 45/2005
dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di  Pasal 72 (c)
bidang pengawasan/pemeriksaan dan di bidang-bidang
lainnya yang dianggap perlu, sehingga dapat
melaksanakan fungsinya secara optimal.
Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan PER-
efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas 12/MBU/2012
. . . Pasal 13 (1a)
pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor
Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang PER-
. 12/MBU/2012
dilaksanakan oleh SPI (Satuan Pengawasan Intern)
. Pasal 13 (1b)
maupun Auditor Eksternal.
Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan PER-
sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya. 12/MBU/2012
Pasal 13 (1c)
Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang PER-
memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan 12/MBU/2012
Pasal 13 (1d)

Perusahaan

A

A
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8. Melakukan

identifikasi hal-hal yang memerlukan
perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan
Komisaris lainnya

0. Ruang lingkup tugas, wewenang, dan tanggung jawab

Komite Audit akan diuraikan lebih rinci dalam Piagam
Komite Audit (Audit Committee Charter).

2. SATUAN PENGAWASAN INTERN (SPI)

Pengertian

Tugas Pokok
dan Fungsi

Satuan Pengawasan Intern merupakan aparat pengawas
intern Perusahaan vyang bertanggung jawab kepada
Direktur Utama

Satuan Pengawasan Intern dipimpin oleh seorang Kepala
yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama
berdasarkan mekanisme internal perusahaan dengan
persetujuan Dewan Komisaris

1. SPI bertugas membantu Direktur Utama dalam
melaksanakan pemeriksaan intern Keuangan dan
pemeriksaan operasional Perusahaan serta menilai
pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada
Perusahaan serta memberikan saran-saran perbaikan
dan memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan
yang telah dilaporkan;

2. SPI memberdayakan diri sebagai strategic business
partner bagi Direksi dengan memberikan masukan-
masukan dan pertimbangan terhadap hal-hal strategis
yang dihadapi Perusahaan

3. Untuk menjaga kualitas hasil audit, SPI bekerja secara
independen sesuai dengan Standar Profesi Auditor
Internal dan Pedoman Kerja SPI

4. SPl wajib menyampaikan laporan hasil pemeriksaan
dan pekerjaan lainnya kepada Direktur Utama dengan
tembusan kepada Komite Audit/Komisaris dan pihak-
pihak lain yang dianggap tepat

NINDYA

PER-
12/MBU/2012
Pasal 13 (1e)

PER-
12/MBU/2012
Pasal 13 (2)

UU 19/2003
Pasal 67 (1 & 2)
PP 45/2005
Pasal 66 (2)

PER-01/2011
Pasal 28 (3)

PP 12/1998
Pasal 29 (1)

PP 45/2005
Pasal 67
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Personil SPI senantiasa mengembangkan keahlian dan
pengetahuan guna menjamin kualitas auditnya.

6. Kedudukan, wewenang, tanggung jawab dan kewajiban  pgr.01/2011
SPI dituangkan dalam internal Audit Charter (Piagam Pasal 28 (2b)

Audit SPI). Sk-
16/5.MBU/2012

Par 128

7. Melakukan evaluasi atas efektifitas pelaksanaan
pengendalian intern, manajemen risiko, dan proses tata
kelola perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dan kebijakan perusahaan.

PER-01/2011
Pasal 28 (4a)

8. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi
dan efektifitas di bidang keuangan, operasional,
sumber daya manusia, teknologi informasi dan kegiatan
lainnya.

PER-01/2011
Pasal 28 (4b)

3. SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan merupakan penghubung (ligison PER-01/2011
officer) antara Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham serta  Pasa/ 29 (4c)
wakil Perusahaan dalam berhubungan dengan regulator,

lembaga atau asosiasi lain yang berkaitan dengan
Perusahaan.

Pengertian

1. Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh  PER-01/2011

Umum Direkur Utama berdasarkan mekanisme internal Fosa/29(3)
Perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris;
2. Sekretaris Perusahaan memiliki pengalaman ¢

professional dan kompetensi yang dimiliki mencakup  16/5.MBU/2012
hukum, pasar modal, manajemen keuangan dan Pari31
komunikasi perusahaan

1. Sekretaris mempunyai tugas menatausahakan serta PER-01/2011

Tugas, fungsi ) '
& g menyimpan dokumen Perusahaan, termasuk tetapi Pasal 29 (4d)

dan

tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar
tanggung . . .
jawab Khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan

Komisaris dan RUPS;
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Sekretaris Perusahaan harus memastikan bahwa
Perusahaan mematuhi peraturan tentang persyaratan
keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip
Good Corporate Governance dan wajib memberikan
informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan
Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu
apabila diminta;

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab atas
pengelolaan informasi Perusahaan;

Sekretaris Perusahaan memberikan informasi yang
materiil dan relevan kepada Stakeholders dan
melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur
Utama

4. AUDITOR EKSTERNAL

Pengertian

Tugas Pokok
dan Fungsi

Auditor

Ekternal adalah pihak yang independen dan

profesional yang melakukan audit keuangan dan audit lainnya
seperti audit operasional, audit khusus, audit mutu, audit
investigasi dan audit teknologi informasi

1. Untuk menjaga independensinya, maka:

v

v

v

v

Auditor Eksternal melaporkan hasil auditnya kepada
Komisaris dan Direksi;

Auditor Eksternal harus bebas dari pengaruh dan tidak
memiliki benturan kepentingan dengan Komisaris,
Direksi dan pihak yang berkepentingan di Perusahaan
(stakeholders);

Auditor Eksternal tidak boleh memberikan jasa lain di
luar audit selama periode audit;

Auditor Eksternal tidak boleh mempunyai kepentingan
keuangan yang materiil baik langsung maupun tidak
langsung dan hubungan bisnis dengan perusahaan.

2. Audit oleh Auditor Eksternal dilakukan sesuai dengan
standar audit dan kode etik Profesi;

3. Auditor Eksternal harus memberi tahu Direksi dan atau

Komisaris

bila menemukan kejadian atau indikasi

NINDYA

PER-01/2011
Pasal 29 (4a),
(4b)

SK-
16/5.MBU/2012
Par 131

SK-
16/5.MBU/2012
Par 132

SK-
16/5.MBU/2012
Par 132

PER-01/2011
Pasal 31 (4)
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pelanggaran di dalam Perusahaan terhadap peraturann
perundang-undangan yang berlaku;

Auditor Eksternal memberitahukan kepada Pemegang
Saham dan atau instansi Pemerintah sesegera mungkin
jika ditemukan adanya pelanggaran dan hal-hal yang dapat
membahayakan keadaan keuangan Perusahaan dan
kepentingan Publik lainnya;

Kecuali disyaratkan dalam Anggaran Dasar dan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku, Auditor Eksternal
harus merahasiakan informasi yang diperoleh dalam
melaksanakan tugasnya.

Auditor Eksternal yang ditunjuk oleh RUPS untuk
memeriksa laporan keuangan tahunan Perusahaan
disampaikan secara tertulis kepada RUPS untuk disahkan.

NINDYA

UU 19/2003
Pasal 71 (1)
PP 45/2005
Pasal 44 (1 & 2)
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PROSES GOVERNANCE

Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi
Program Pengenalan Perusahaan
RJPP dan RKAP

Konflik Kepentingan
Manajemen Risiko

Pengambilan Keputusan

Media Komunikasi dan Informasi
Pendelegasian Wewenang

Pengelolaan Keuangan

Suksesi Manajemen
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Pengendalian Internal
Pelaporan
RUPS, Rapat Lainnya dan Risalah Rapat
Penilaian Kinerja
Proses Penunjukan dan Peran Auditor Eksternal
Mekanisme Kerja Komite Audit, SPI dan Auditor Eksternal
Budaya dan Etika Kerja
Pemantauan Ketaatan GCG

Anak Perusahaan

LHKPN, Gratifikasi dan WBS
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Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi

Pengangkatan dan Pemberhentian Komisaris dan Direksi dilakukan oleh
RUPS;

UU 19/2003
Pasal 27 (1) & 15
(1)

Mekanisme uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dilakukan yy 19/2003
secara transparan, professional, mandiri dan dapat Pasal 16 (2)
dipertanggungjawabkan;

Anggota Komisaris dan Anggota Direksi diangkat berdasarkan UU 19/2003
pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, Ppasal 28 (1)
perilaku vyang baik, memahami masalah-masalah manajemen Pasal16(1)
perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen,

memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perusahaan,

dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya

serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan
Perusahaan;

Calon anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan yy 19/2003
dan kepatutan (fit and proper test) wajib menandatangani kontrak Pasal 16 (3)
manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai

anggota Direksi;

Masa jabatan anggota Komisaris dan anggota Direksi ditetapkan 5 VU 19/2003
(lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa pgsq/ 25 (3)
jabatan; Pasal 16 (4)
Anggota Komisaris dan Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat (g 19/2003

diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan
alasannya.

Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap
sebagai anggota Direksi pada BUMN, BUMD, Badan Usaha Milik
Swasta, atau menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan
perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan
anggota Dewan Komisaris, atau jabatan yang dapat menimbulkan
benturan kepentingan dengan Perusahaan, kecuali
menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri
dari jabatan tersebut;

Pasal 29 dan 17
PER-
02/MBU/02/2015
Bab IV.A&B

PER-
02/MBU/02/2015
Bab IV.A&B

PER-
02/MBU/02/2015
Bab V.A (2)
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8.

10.

11.

Proses dan hasil penilaian bersifat rahasia dan hanya
dipergunakan oleh Kementerian BUMN dalam rangka pembinaan
dan pengawasan BUMN;

Apabila menurut penilaian Menteri terdapat keadaan mendesak,
Menteri dapat melakukan pengangkatan anggota Dewan
Komisaris dan anggota Direksi sementara, tanpa proses penilaian;

Tata cara pengusulan dalam pengangkatan/pemberhentian
anggota Komisaris dan anggota Direksi melalui teknologi informasi
di Kementerian BUMN;

Bakal calon yang akan ditetapkan menjadi calon anggota Direksi,
adalah seseorang yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan
formal dan persyaratan lain dan lulus UKK (Uji Kelayakan dan
Kepatutan).

Program Pengenalan Perusahaan

1

3.

. Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi yang diangkat untuk
pertama kalinya wajib diberikan program pengenalan mengenai
Perusahaan;

Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan kepada
Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi yang diangkat untuk
pertama kalinya berada pada Sekretaris Perusahaan atau siapapun
yang menjalankan fungsi sebagai sekretaris perusahaan;

Program pengenalan meliputi:

v" Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance oleh
Perusahaan

v"  Gambaran mengenai Perusahaan

v' Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan,
audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian
internal, termasuk Komite Audit

NINDYA

PER-
02/MBU/02/2015
Bab VI.A (1)

PER-
02/MBU/02/2015
Bab VI.B (1)

PER-
03/MBU/02/2015
Bab V.C.(1)

PER-
02/MBU/02/2015
Bab VI.C

PER-
03/MBU/02/2015
Bab IV.D

PER-
03/MBU/02/2015
Bab I1I.C.1

PER-01/2011
Pasal 43 (1)

SK-
16/S.MBU/2012
Par 84

PER-01/2011
Pasal 43 (2)

SK-
16/S.MBU/2012
Par 132 (4)

PER-01/2011
Pasal 43 (3)

SK-
16/S.MBU/2012
Par 132 (4)

29

A

A
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> v' Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan
Komisaris dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan

4. Program pengenalan Perusahaan dapat berupa presentasi, pPER-01/2011
pertemuan, kunjungan ke Perusahaan dan pengkajian dokumen atau Pasal 43 (3)
program lainnya yang dianggap sesuai dengan Perusahaan dimana
program tersebut dilaksanakan.

RJPP dan RKAP

1. Direksi wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) KEP-
dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dengan disetujui iSiZ%BU/ZOOZ
Komisaris dan disahkan oleh RUPS; KEP-

102/MBU/2002
Pasal 2

SK-
16/5.MBU/2012
Par 47 & 48

2. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang telah AD Pasal 17 (2)
ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi disampaikan kepada Dewan & vu 40/2007
Komisaris untuk ditelaah dan ditandatangani sebelum disampaikan Pasal 64
kepada Pemegang Saham;

3. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang telah ADPasal17(3)
ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan
Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada Pemegang Saham paling
lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun buku Rencana Kerja dan
Anggaran Perusahaan yang bersangkutan untuk mendapatkan
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan
ketentuan yang berlaku;

4. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan disetujui oleh Rapat  sp pgsal 17 (4)
Umum Pemegang Saham paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah tahun Jo. Pasal 21 (3)
anggaran berjalan (tahun anggaran Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan yang bersangkutan);

5. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang telah aAppasal17(6)
ditandatangani oleh semua angota Direksi dan semua anggota Dewan
Komisaris harus disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan
sampai dengan tanggal pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham
untuk kepentingan Pemegang Saham,;
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6. Direksi wajib menyiapkan Rancangan Rrencana Jangka Panjang yang
merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan
Perusahaan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang
telah ditandatangani bersama dengan Komisaris disampaikan kepada
RUPS untuk mendapatkan pengesahan;

7. Direksi wajib menyiapkan Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Jangka
Panjang dan menyampaikan kepada RUPS untuk memperoleh
pengesahan;

8. Komisaris memberikan masukan-masukan pada saat penyusunan RJPP
dan RKAP, serta melakukan pembahasan bersama-sama dengan Direksi
sebelum memberikan persetujuannya;

9. Setiap perubahan RKAP harus disetujui oleh RUPS, kecuali ditentukan lain
dalam keputusan RUPS;

10. Komisaris memantau pelaksanaan RKAP dan kesesuaiannya dengan RJPP,
serta memberikan masukan-masukan dalam upaya pencapaiannya;

11. Dewan Komisaris mengkaji dan memberikan pendapat mengenai RIPP
dan RKAP yang disiapkan Direksi sebelum ditandatangani bersama;

12. Komisaris sebelum menandatangani laporan tahunan yang disampaikan
oleh Direksi, wajib membahas secara bersama-sama dengan Direksi.
Dengan ditandatangani bersama, semua anggota Direksi dan Komisaris
bertanggung jawab atas isi laporan tahunan dimaksud;

13. Direksi memiliki Rencana Jangka Panjang (RJPP) dan Rencana Kerja dan

Anggaran Perusahaan (RKAP) yang disahkan oleh RUPS.

Konflik Kepentingan

Anggota Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota
Direksi pada BUMN, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik
Swasta, dan Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan
kepentingan;

NINDYA

UU 19/2003
penjelasan Pasal
21

UU 19/2003
penjelasan Pasal
22

UU 19/2003
penjelasan Pasal
21(2)

UU 19/2003
penjelasan Pasal
22(2)

SK-
16/5.MBU/2012
Par (48)

PER-
01/MBU/2011
Pasal 20 (3) &
Pasal 21 (3)

UU 19/2003
penjelasan Pasal
23(2)

SK-
16/5.MBU/2012
Par 89,90

UU 19/2003 Pasal
33
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2.

Komisaris dan Direksi wajib melaporkan kepada Perusahaan mengenai
kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya (istri/suami dan anak-
anaknya) pada Perusahaan dan Perusahaan lain, termasuk setiap
perubahannya;

Komisaris tidak boleh mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu
kemampuannya untuk melaksanakan tugasnya secara mandiri dan kritis
dalam hubungan satu sama lain dan terhadap Direksi;

Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota Direksi
pada BUMN, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta,
Jabatan Struktural dan Fungsional lainnya pada Instansi/lembaga
pemerintah pusat dan daerah, serta jabatan lain yang dapat
menimbulkan benturan kepentingan;

Anggota Direksi BUMN dan Anggota Komisaris dilarang menjadi
pengurus Partai Politik dan/atau calon/anggota Legislatif;

Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi dilarang melakukan
tindakan yang mempunyai benturan kepentingan (conflict of interest)
dan mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak
langsung dari pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan
Perusahaan yang bersangkutan selain penghasilan yang sah;

Antara para Anggota Direksi maupun Anggota Komisaris dan antara
anggota Komisaris dengan Anggota Direksi dilarang memiliki hubungan
keluarga sedarah atau hubungan karena perkawinan sampai derajat
ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping;

Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perusahaan berbenturan
dengan kepentingan salah satu anggota Direksi, maka Perusahaan akan
diwakili oleh Anggota Direksi lainnya. Apabila benturan kepentingan
tersebut menyangkut semua anggota Direksi maka Perusahaan akan
diwakili oleh Komisaris. Apabila benturan kepentingan tersebut
menyangkut semua anggota Direksi dan Komisaris, maka RUPS menunjuk
Pihak Lain untuk mewakili Perusahaan.

NINDYA

UU 40/2007 Pasal
101 (1) dan 116
PER-01/2011
Pasal 12 (9) &
Pasal 19 (4)

UU 19/2003
Penjelasan Pasal
28(2)

UU 19/2003 Pasal
25

PER-
02/MBU/02/2015
Bab. V.A.2

PER-
03/MBU/02/2015
Bab. IV.A.5

PP 45/2005 Pasal
22 (1) & Pasal 55
(1)

PER-
02/MBU/02/2015
Bab II.C.

PER-
03/MBU/02/2015
Bab II.C

PER-
01/MBU/2011
Pasal 17 & 23

AD Pasal 10 (23)
& Pasal 14 (21)

AD Pasal 13
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10.

11.

12.

13.

Dewan Komisaris melakukan tindakan terhadap potensi benturan
kepentingan yang menyangkut dirinya, antara lain dengan
menandatangani pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan dan
menyatakan secara tertulis hal-hal yang berpotensi menimbulkan
benturan kepentingan terhadap dirinya dan menyampaikannya kepada
RUPS;

Direksi memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan
anggota Direksi dan Manajemen di bawah Direksi

Direksi memberlakukan pedoman penanganan benturan kepentingan
bagi Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perusahaan berdasarkan
Peraturan Menteri BUMN nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan
Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha
Milik Negara yang melarang Anggota Direksi dan Anggota Dewan
Komisaris Perusahaan melakukan tindakan yang memiliki benturan
kepentingan (conflict of interest) dan mengambil keuntungan pribadi,
dari pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan Perusahaan
selain penghasilan yang sah;

Dewan Komisaris menandatangani pernyataan tidak memiliki benturan
kepentingan dan menyatakan secara tertulis hal-hal yang berpotensi
menimbulkan  benturan  kepentingan terhadap dirinya dan
menyampaikannya kepada RUPS;

Direksi memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan
anggota Direksi dan manajemen di bawah Direksi dengan menetapkan
kebijakan tentang mekanisme untuk mencegah pengambilan
keuntungan pribadi dan pihak lainnya disebabkan benturan kepentingan,
antara lain dengan menyampaikan laporan kepemilikan saham pada
perusahaan dan perusahaan lainnya kepada perusahaan untuk di catat
dalam daftar khusus;

Manajemen Risiko

1. Penilaian Risiko merupakan suatu rangkaian tindakan yang dilaksanakan
Direksi dalam rangka identifikasi, analisis, dan menilai risiko yang
dihadapi Perusahaan untuk mencapai sasaran usaha yang ditetapkan;

2. Proses analisis risiko meliputi estimasi atas signifikansi dampak yang akan

timbul, penilaian mengenai tingkat kemungkinan terjadinya risiko dan
penetapan langkah yang diperlukan untuk mengatasi risiko tersebut;

NINDYA

SK-
16/5.MBU/2012
Par (69)

SK-
16/5.MBU/2012
Par (119)

SE-
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butir E.2.b

SK-
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Par 69
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Par 119, 120
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3.

10.

11.

12.

13.

14.

Direksi melakukan identifikasi dan kajian terhadap potensi risiko yang
dihadapi Perusahaan;

Direksi menetapkan strategi dan kebijakan penanganan pengelolaan
risiko serta melakukan pengawasan atas pelaksanaannya;
Direksi mengungkapkan kebijakan yang diterapkan Perusahaan
menyangkut pengelolaan risiko dalam Laporan Tahunan;

Direksi menyusun pedoman penanganan masalah dengan stakeholders
yang berkaitan dengan pengelolaan jasa konstruksi dan jasa lainnya,
misalnya proses tender dan hubungan dengan mitra kerja;

Direksi memberikan informasi hasil analisis risiko yang dilakukan kepada
Komisaris sesuai dengan tingkat kebutuhan;

Komisaris memantau pelaksanaan pengelolaan risiko Perusahaan dan
memberikan masukan untuk perbaikan;

Dalam melaksanakan tugasnya SPI juga melakukan kajian terhadap
kecukupan pengelolaan risiko yang diterapkan Perusahaan sebagai
bahan kajian risiko kepada Direksi;

Direksi wajib membangun dan melaksanakan program manajemen risiko
korporasi secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan
program GCG;

Direksi wajib menyampaikan profil manajemen risiko dan

penanganannya bersamaan dengan laporan berkala perusahaan;

Pelaksanaan program manajemen risiko dapat dilakukan dengan
membentuk unit kerja tersendiri yang ada di bawah Direksi atau memberi
penugasan kepada unit kerja yang ada dan relevan untuk menjalankan
fungsi manajemen risiko;

Dewan Komisaris memberikan arahan tentang manajemen risiko
Perusahaan;

Direksi menerapkan manajemen risiko sesuai dengan kebijakan yang
telah ditetapkan yang memuat kerangka, tahapan pelaksanaan
manajemen risiko yang disosialisasikan kepada seluruh karyawan
perusahaan, pelaporan risiko dan penanganannya. Pelaksanaan program
manajemen risiko antara lain mencakup identifikasi dan penanganan
risiko pada proses bisnis proyek maupun usulan tindakan perusahaan
yang harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau RUPS.

PER-01/2011
Pasal 25 (2)

PER-01/2011
Pasal 25 (4)

PER-01/2011
Pasal 25 (3)

SK-
16/5.MBU/2012
Par 52

SK-
16/5.MBU/2012
Par 106
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Pengambilan Keputusan

1. Direksi, dalam setiap pengambilan keputusan/tindakan, harus PER-01/2011
mempertimbangkan risiko usaha; Pasal 25

2. Semua keputusan dalam rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk  ap pasar 12 (17 &
mufakat dan jika tidak dicapai kata sepakat maka keputusan diambil 18)
berdasarkan suara terbanyak/voting;

PER-01/2011

3. Jika terdapat pendapat yang berbeda dalam rapat (dissenting opinion) Pasal 14(3) & 24
harus didokumentasikan dalam notulen rapat; (3)

4. Setiap keputusan yang diambil harus memperhatikan kepentingan
stakeholders Perusahaan, risiko yang melekat, dan kewenangan yang
dimiliki oleh setiap pengambil keputusan;

5. Hak mengemukakan pendapat dijunjung tinggi dalam upaya
memberikan masukan peningkatan kinerja perusahaan;

6. Keputusan-keputusan yang mengikat dapat pula diambil tanpa diadakan  ap pgsar 12 (2) &
rapat Komisaris/Direksi, asalkan keputusan itu disetujui secara tertulis 16(2)
oleh semua anggota Komisaris/Direksi;

7. Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi harus konsisten dalam
menjalankan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan

8. Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di UU 40/2007 Pasal
luar RUPS dengan syarat semua Pemegang Saham dengan hak suara g7
menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang
bersangkutan;

9. Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengubah Anggaran Dasar harus  ap pasal 28 (12)
dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwi Warna dan keputusan Rapat
Umum Pemegang Saham tersebut harus juga disetujui oleh Pemegang
Saham Seri A Dwi Warna;

SK-

10. Rapat Umum Pemegang Saham mengambil keputusan melalui proses 16/5.mMBU/2012

yang terbuka dan adil; Par 37

35

A
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dan tepat waktu yaitu dengan mengkomunikasikan kepada tingkatan
organisasi di bawah Direksi yang terkait dengan keputusan tersebut
maksimal 7 (tujuh) hari sejak di sahkan/ditandatangani;

Media Komunikasi dan Informasi

Direksi wajib memastikan agar informasi mengenai Perusahaan dapat
diperoleh Dewan Komisaris secara tepat waktu, terukur dan lengkap;

Auditor eksternal, auditor internal dan komite audit Dewan Komisaris

PEDOMAN |
ata Kelola
Perusahaan
Code of Corporate Governance N INDYA
11. Direksi menetapkan mekanisme pengambilan keputusan atas tindakan jlé_'/s MBU/2012
perusahaan (corporate action) sesuai ketentuan perundang-undangan Parég

PER-01/2011
Pasal 16

PER-01/2011

dan Direksi bertanggung jawab kepada Perusahaan untuk menjaga Pasal 33
kerahasiaan informasi Perusahaan;
Direksi melakukan komunikasi secara efektif dengan unit kerja, sesama
Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham melalui media komunikasi yang
tepat dan efisien;
Direksi menetapkan kebijakan mengenai pengelolaan informasi
termasuk klasifikasi kerahasiaan informasi
Sekretaris Perusahaan memastikan informasi yang dikelola valid,
lengkap, akurat, tepat waktu, dan relevan dalam membantu
pengambilan keputusan;
Perusahaan senantiasa mengoptimalkan penggunaan media komunikasi
dan informasi yang tersedia;
- . . . SK-
Dewan Komisaris mendapatkan akses informasi perusahaan sesuai 16/5.MBU/2012
kewenangannya; par 46
Dewan Komisaris memberikan arahan tentang hal-hal penting mengenai s«
informasi perubahan lingkungan bisnis dan permasalahannya yang 16/5.MBU/2012
diperkirakan berdampak besar pada usaha perusahaan dan kinerja pgra9
perusahaan yang perlu mendapat perhatian Dewan Komisaris secara
tepat waktu dan relevan;
Dewan Komisaris dalam batas kewenangannya, merespon saran, .
harapan, permasalahan dan keluhan dari Stakeholders (pelanggan, 16/s5.MBU/2012
pemasok, kreditur dan karyawan) yang disampaikan langsung kepada par50

Dewan Komisaris ataupun penyampaian oleh Direksi;

A
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10.

11.

12.

13.

Direksi memberikan respon terhadap usulan peluang bisnis yang
berpotensi meningkatkan pendapatan perusahaan,
penghematan/efisiensi perusahaan, pendayagunaan aset dan manfaat
lainnya;

Direksi merespon isu-isu terkini dari eksternal mengenai perubahan
lingkungan bisnis dan permasalahannya, secara tepat waktu dan
relevan, dan jika yang berdampak besar pada usaha perusahaan dan
kinerja perusahaan Direksi menyampaikan kepada Dewan Komisaris
untuk meminta arahan merespon isu tersebut;

Direksi menerapkan system tentang teknologi informasi sesuai dengan
kebijakan yang telah ditetapkan, yaitu menetapkan Information
Technology Master Plan (ITMP) sebagai pedoman dalam pengembangan
teknologi informasi dan Information Technology Detail Plan (ITDP)
sebagai penjabaran lebih lanjut dari ITMP;

Direksi melaporkan informasi-informasi yang relevan kepada Pemegang
Saham dan Dewan Komisaris dan memberikan perlakuan yang sama
(fairness) dan tepat waktu.

Pendelegasian Wewenang

Direksi mendelegasikan sebagian wewenang pengelolaan Perusahaan
kepada jajaran di bawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
dengan pertimbangan untuk menunjang kelancaran tugas dan
meningkatkan efisiensi dan efektivitas;

Kepala unit kerja harus melaksanakan wewenang yang didelegasikan
tersebut dengan penuh tanggung jawab dan memberikan laporan
pelaksanaannya secara berkala kepada Direksi;

Pendelegasian wewenang dikaji secara periodik untuk disesuaikan
dengan tuntutan perkembangan Perusahaan;

Pendelegasian wewenang yang dilakukan tidak melepaskan tanggung
jawab Direksi;

Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab
apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah
seorang anggota Direksi yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur
Utama berwenang bertindak untu dan atas nama Direksi serta
melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama;

NINDYA
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AD Pasal 11 (20)
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6.

NINDYA

Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan pembagian AD Pasal 11 (25)

tugas dan wewenang setiap anggota Direksi, maka pembagian tugas dan
wewenang di antara Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

Pengelolaan Keuangan

10.

11.

Keuangan Perusahaan harus dikelola secara professional dengan
mempertimbangkan risiko serta menggunakan prinsip kehati-hatian;

Direksi bertanggung jawab untuk:

» Menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi
Keuangan (SAK) yang ditertibkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (lAl);

» Meningkatkan pendapatan bersih Perusahaan dengan meningkatkan
efisiensi penggunaan dana.

Penyusunan anggaran dilakukan melalui koordinasi antar unit untuk
mensinergikan usulan anggaran setiap unit;

Penetapan Anggaran harus mempertimbangkan kebutuhan, sumber
daya Perusahaan, keterbatasan-keterbatasan, serta analisis peluang
pasar terhadap kemungkinan pencapaiannya (realistis);

Evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran dan analisis terhadap variance
yang terjadi dilakukan secara berkala di masing-masing unti dan/atau
Perusahaan secara menyeluruh;

Perusahaan menetapkan kebijakan yang jelas dalam hal pelimpahan
wewenang pemberian otorisasi terhadap pengeluaran uang;

Kegiatan Perusahaan dilaksanakan dengan mengacu kepada anggaran
yang telah ditetapkan;

Kegiatan Perusahaan di luar anggaran yang telah ditetapkan harus
dilaporkan kepada Komisaris;

Setiap unit kerja harus mempertanggungjawabkan pengelolaan
keuangan di unit kerjanya masing-masing;

Pemantauan pengelolaan keuangan oleh Direksi dilakukan oleh
Komisaris;

Direksi menerapkan kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan
keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku
umum di Indonesia

Par 105

SK-
16/5.MBU/2012

A

A
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2

Suksesi Manajemen

1. Direksi menetapkan persyaratan jabatan dan proses seleksi untuk
General Manager Divisi/Kepala Departemen dan jabatan di bawahnya
sesuai dengan kebutuhan Perusahaan dalam menjalankan strategi;

2. Penetapan untuk jabatan satu tingkat di bawah Direksi harus dilaporkan
kepada Komisaris;

3. Direksi menetapkan program pengembangan kemampuan karyawan
Perusahaan baik fungsional maupun struktural secara transparan;

4. Komisaris memantau kinerja dan struktur organisasi untuk satu tingkat di
bawah Direksi;

5. Komisaris dapat memantau, menjaring dan mengusulkan calon anggota

Direksi;

6. Penempatan dalam jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip
profesionalisme sesuai kompetensi, prestasi kerja, dan syarat-syarat

obyektif;
L . . SK-
7. Dewan Komisaris berperan dalam pencalonan anggota Direksi, ¢/ rv50/2012
mengusulkan calon anggota Direksi kepada Pemegang Saham; Par 66
8. Direksi menempatkan karyawan pada semua tingkatan jabatan sesuai sk

dengan spesifikasi jabatan dan memiliki rencana suksesi untuk seluruh  16/5 pmBU/2012
jabatan dalam perusahaan, yaitu mengenai manajemen karir di Par91
perusahaan meliputi system dan prosedur promosi, demosi, mutase dan

rencana suksesi untuk setiap level dalam organisasi Perusahaan;
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Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Direksi menetapkan dan menjalankan program Perusahaan yang terkait
dengan tanggung jawab sosial Perusahaan secara periodik dan
melaporkannya kepada Komisaris serta Pemegang Saham;

Direksi harus memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan tanggung
jawab sosialnya serta memperhatikan kepentingan dari berbagai
Pemangku Kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

Komisaris memantau dan memberikan masukan terhadap pelaksanaan
program Perusahaan yang terkait dengan tanggung jawab Perusahaan;

Pelaksanaan program Perusahaan yang terkait dengan tanggung jawab
sosial Perusahaan dimuat dalam Laporan Tahunan Perusahaan;

Direksi wajib memastikan bahwa aset-aset dan lokasi usaha serta fasilitas
Perusahaan lainnya, memenuhi peraturan perundang-undangan yang
berlaku berkenaan dengan pelestarian lingkungan, kesehatan dan
keselamatan kerja.

Mendorong agar organ Perusahaan dalam membuat keputusan dan
menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya
tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap pemangku kepentingan
maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perusahaan;

Perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan untuk
mendukung keberlanjutan operasi perusahaan, antara lain :

» Memiliki kebijakan tentang tanggung jawab sosial dan
lingkungan perusahaan;

» Mengantisipasi dampak negative terhadap masyarakat yang
ditimbulkan oleh produk, pelayanan, dan proses operasional
dari perusahaan;

» Mendukung dan memperkuat pengembangan masyarakat
melalui program bina lingkungan dan program lainnya sesuai
perundang-undangan yang berlaku;

» Melaksanakan program kemitraan dengan usaha kecil;

» Memiliki ukuran-ukuran atau indikator kinerja kunci yang
berkaitan dengan CSR.

NINDYA

PER-01/2011
Pasal 19 (1)

PER-01/2011
Pasal 4 (3)

SK-
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Pengendalian Intern

10.

Direksi harus menetapkan Sistem Pengendalian Intern yang efektif untuk
mengamankan investasi dan aset Perusahaan;

Sistem Pengendalian Intern antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut:
» Lingkungan pengendalian intern

» Pengkajian terhadap pengelolaan risiko usaha (risk assessment)

» Aktivitas pengendalian

» Sistem informasi dan komunikasi

» Monitoring

Satuan Pengawasan Intern (SPI) melakukan evaluasi atas efektifitas
pelaksanaan pengendalian intern Perusahaan;

Direksi menindaklanjuti laporan hasil audit yang dilaksanakan Satuan
Pengawasan Intern (SPI) maupun Auditor Eksternal dan melaporkan
perkembangan tindak lanjut tersebut kepada Komisaris;

Komisaris memantau perkembangan tindak lanjut atas laporan hasil audit
SPI maupun Auditor Eksternal;

Komisaris memberikan penilaian dan masukan terhadap laporan hasil
audit SPI dan Auditor Eksternal yang mencakup materi laporan, sasaran
audit dan ruang lingkup audit;

Komisaris mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dan tim
manajemen dalam menjalankan peraturan perundang-undangan;

Satuan Pengawasan Intern dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat
dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal
Perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris;

Dewan Komisaris memberikan arahan tentang penguatan sistem
pengendalian intern Perusahaan, antara lain mengenai pengawasan dan
pemberian nasihat serta pelaksanaannya terhadap kebijakan/rancangan
sistem pengendalian internal, Tl, pengembangan karir, akuntansi dan
penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang
berlaku umum di Indonesia, pengadaan barang dan jasa, mutu dan
pelayanannya, kepatuhan Direksi dalam menjalankan peraturan
perundangan yang berlaku dan perjanjian dengan pihak ketiga, kepatuhan
Direksi dalam menjalankan perusahaan sesuai RKAP dan/atau RIPP;

Direksi menetapkan dan menerapkan system pengendalian intern untuk
melindungi mengamankan investasi dan aset perusahaan, yaitu dengan
menetapkan rancangan system pengendalian internal yang mengatur
kerangka (framework) pengendalian intern antara lain pendekatan unsur
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12.

13.

lingkungan pengendalian, pengelolaan risiko, aktivitas pengendalian,
system informasi dan komunikasi dan pemantauan, pelaksanaan dan
pelaporannya;

Direksi menindaklanjuti hasil pemeriksaan SPI dan auditor eksternal (KAP
dan BPK) serta menetapkan mekanisme untuk menjaga kepatuhan dan
menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perjanjian
dengan pihak ketiga;

Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern yang berkualitas dan
efektif, antara lain memiliki Piagam Pengawasan Intern (Internal Audit
Charter) vyang disepakati dan ditetapkan oleh Direksi setelah
mempertimbangkan saran-saran Dewan Komisaris. Posisi Satuan
Pengawasan Intern (SPI) di dalam struktur organisasi berada langsung di
bawah Direktur Utama, diangkat oleh Direktur Utama setelah mendapat
persetujuan Dewan Komisaris;

Satuan Pengawasan Intern melaksanakan fungsi pengawasan intern untuk
memberikan nilai tambah dan memperbaiki operasional perusahaan,
antara lain dengan merencanakan dan melaksanakan program kerja
tahunan pengawasan intern serta melaporkan pelaksanaan tugasnya
kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris cq.
Komite Audit.

Pelaporan

Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perusahaan ditutup,
Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan yang telah ditandatangani
oleh semua anggota Direksi dan Komisaris kepada RUPS untuk
memperoleh pengesahan;

Direksi wajib mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan
dan Laporan Keuangan Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan secara tepat waktu, akurat, jelas dan obyektif;

Laporan tahunan disamping memuat hal-hal yang telah ditentukan oleh
peraturan perundang-undangan, juga memuat mengenai perkembangan
dan upaya Perusahaan dalam penerapan Good Corporate Governance;

Komisaris wajib membahas laporan secara bersama-sama dengan Direksi,
sebelum menyetujui dan menyampaikannya kepada RUPS;

Dengan ditandatangani bersama laporan tahunan, semua anggota Direksi
dan Komisaris bertanggung jawab atas isi laporan tahunan dimaksud;
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6. Komisaris menyampaikan laporan pelaksanaan kerja Komisaris yang telah
dilakukan dan program kerja Komisaris untuk periode selanjutnya kepada
Pemegang Saham;

7. Direksi menyampaikan laporan khusus kepada Komisaris dan Pemegang
Saham setiap ada kejadian penting dan/atau atas permintaan
Komisaris/Pemegang Saham;

8. Direksi menyampaikan Laporan Manajemen setiap triwulan kepada
Komisaris paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulan berakhir;

9. Direksi menetapkan mekanisme penyampaian laporan
pertanggungjawaban setiap unit kerja dalam suatu sistem pengendalian
internal yang memadai;

PER-01/2011

10. Direksi menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola teknologi
Pasal 30 (2)

informasi secara periodik kepada Dewan Komisaris;

11. Dewan Komisaris melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi 5K
. L 16/5.MBU/2012
gejala menurunnya kinerja perusahaan serta saran-saran yang telah Par 63
disampaikan kepada Direksi untuk memperbaiki permasalahan yang
dihadapi;

RUPS, Rapat Lainnya dan Risalah Rapat

1. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dalam jangka waktu 6 (enam) UU 40/2007
bulan setelah tahun buku berakhir dan RUPS lainnya dapat diadakan Paso/78
setiap waktu berdasarakan kebutuhan kepentingan Perseroan;

2. RUPS Tahunan diadakan tiap-tiap tahun, yaitu RUPS mengenai
persetujuan laporan tahunan diadakan paling lambat dalam bulan Juni AD Pasal 21
setelah penutupan tahunan buku yang bersangkutan dan RUPS mengenai
persetujuan RKAP diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setalah
tahun anggaran berjalan;

3. RUPS Luar Biasa diadakan setiap saat waktu berdasarkan kebutuhan

. AD pasal 22

untuk kepentingan Perusahaan;

4. Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Direksi harus diadakan secara berkala, PER-01/2011
sekurang-kurangnya sekali dalam setiap bulan dan dalam rapat tersebut Pasal 14 (1),

Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi atau Direksi dapat _I:Z_SGIM (1) &
mengundang Dewan Komisaris. Dewan Komisaris melakukan evaluasi 16/S.MBU/2012 f
terrhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya; Par 73, 74 4
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Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi dilaksanakan sekurang-kurangnya
1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Dalam kondisi tertentu, Rapat Gabungan
dapat diadakan di luar jadwal tersebut atas undangan Komisaris atau
Direksi untuk membahas hal-hal penting dan mendesak. Risalah rapat
dibuat oleh Sekretaris Dewan Komisaris;

Risalah rapat harus dibuat untuk setiap rapat dan dalam risalah rapat
tersebut harus dicantumkan pendapat yang berbeda (dissenting
comments) dengan apa yang diputuskan dalam rapat (bila ada);

Sekretaris Perusahaan mendokumentasikan risalah Rapat Direksi, Rapat
Dewan Komisaris maupun RUPS dan menyediakannya bila diminta oleh
Pemegang Saham, Komisaris dan/atau Direksi;

Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah
oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan
setelah tahun buku berakhir, ditandatangani oleh semua anggota Direksi
dan semua Anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku
yang bersangkutan dan disediakan di kantor Perusahaan sejak tanggal
panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh Pemegang Saham;

RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan ke
dalam cadangan khusus;

RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan,
kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan
menyetujui penambahan mata acara rapat.

Penilaian Kinerja

Rapat Umum Pemegang Saham menetapkan Indikator Pencapaian Kinerja
(Key Performance Indicators) Dewan Komisaris berdasarkan usulan dari
Dewan Komisaris;

Komisaris melaporkan kepada Pemegang Saham apabila terjadi gejala
kemunduran kinerja Perusahaan;

Direksi menetapkan tolok ukur kinerja masing-masing unit kerja
(Divisi/Departemen/Wilayah) dan melakukan penilaian setiap tahun
secara transparan untuk mendukung kinerja Perusahaan;

NINDYA
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Pemegang Saham merespon terhadap informasi yang diterima dari
Direksi dan/atau Dewan Komisaris mengenai gejala penurunan kinerja
dan kerugian perusahaan yang signifikan;

Indikator pencapaian kinerja merupakan ukuran penilaian atas
keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan dan
pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar;

Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan triwulanan
perkembangan realisasi Indikator Pencapaian Kinerja kepada para
Pemegang Saham;

Dewan Komisaris menilai kinerja Direksi (individu dan kolegial) serta
mengusulkan tantiem/insentif kinerja dan remunerasi Direksi dengan
mempertimbangkan kinerja Direksi dan melaporkan hasil penilaian
kinerja Direksi kepada Pemegang Saham;

Dewan Komisaris melakukan pengukuran dan penilaian terhadap kinerja
Dewan Komisaris dengan menetapkan indikator pencapaian kinerja
beserta target-targetnya dan disetujui oleh RUPS setiap tahun
berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris;

Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja perusahaan dengan
melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan RKAP dan mengambil
keputusan yang diperlukan melalui analisis yang memadai dan tepat
waktu. Target kinerja berdasarkan RKAP diturunkan secara berjenjang di
tingkat unit, sub unit dan jabatan di dalam organisasi (struktural) serta
dilakukan analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja. Sistem penilaian
kinerja mencakup sisi kinerja individu dan kompetensi karyawan;

Direksi memiliki sistem/pedoman pengukuran dan penilaian kinerja untuk
unit dan jabatan dalam organisasi (struktural) yang diterapkan secara
obyektif dan transparan, melaporkan pelaksanaan sistem manajemen
kinerja kepada Dewan Komisaris, selanjutnya menyusun dan
menyampaikan kepada RUPS tentang usulan insentif kinerja untuk
Direksi;

Direksi mengembangkan SDM, menilai kinerja dan memberikan
remunerasi yang layak dan membangun lingkungan SDM yang efektif
mendukung pencapaian perusahaan, dengan memiliki program
pendidikan dan pelatihan untuk memberikan peningkatan knowledge,
skill dan ability yang dapat digunakan meningkatkan efektifitas kinerja
karyawan dan kebijakan evaluasi kinerja paska pendidikan dan pelatihan
untuk mengukur hasil-hasil pendidikan dan pelatihan;
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Proses Penunjukkan dan Peran Auditor Eksternal

1. Auditor Eksternal yang melakukan audit atas laporan keuangan harus PER-01/2011
ditunjuk oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh Dewan Komisaris; Pasal 31 (1)

2. Dewan Komisaris melalui Komite Audit melakukan proses penunjukkan PER-01/2011
calon auditor eksternal sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan  pye431 (2)
jasa masing-masing Perusahaan.

3. Perusahaan harus menyediakan semua catatan akuntansi dan data pgg.p1/2011
penunjang vyang diperlukan oleh Auditor eksternal sehingga pPasal31(5)
memungkinkan auditor eksternal memberikan pendapatnya tentang
kewajaran, ketaat-azasan dan kesesuian laporan keuangan Perusahaan
dengan standar akuntansi keuangan.

4. Auditor Eksternal menyampaikan laporan hasil audit kepada Direksi dan
Komisaris secara tepat waktu;

5. Auditor Eksternal yang melakukan audit lainnya ditunjuk oleh Direksi;

6. Dewan Komisaris wajib menyampaikan kepada RUPS mengenai alasan PER-01/2011
pencalonan dan besarnya honorarium/imbal jasa yang diusulkan untuk pgeq/37 (3)
Auditor Eksternal Perusahaan;

Mekanisme Kerja Komite Audit, SPI dan Auditor Eksternal

1. Komite Audit adalah organ pendukung Dewan Komisaris; PER-01/2011
Pasal 18 (1)
2. Auditor Eksternal harus memberitahu Direksi dan atau Komisaris melalui
Komite Audit bila menemukan kejadian atau indikasi pelanggaran di dalam
Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Komisaris memantau perkembangan tindak lanjut atas laporan hasil audit
Satuan Pengawasan Intern (SPI) maupun Auditor Eksternal;

4. Komite Audit melakukan penilaian atas proses penunjukkan pemenang
tender Auditor Eksternal yang dilakukan oleh Panitia tender;
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Nilai-nilai Budaya (Core Values) dan Etika Kerja

1. Direksi wajib membuat suatu pedoman tentang perilaku etika (code of PER-01/2011
conduct) yang pada dasarnya memuat nilai-nilai etika berusaha; Pasal 40 (3)

2. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh Perusahaan harus mendukung visi,
misi, tujuan dan strategi Perusahaan serta harus diterapkan terlebih
dahuu oleh jajaran pimpinan Perusahaan untuk selanjutnya meresap ke
dalam jajaran Perusahaan;

3. Setiap insan Perusahaan wajib menjunjung tinggi nilai-nilai etika yang
dibangun dalam Perusahaan;

4. Budaya kerja dibangun untuk menjaga berlangsungnya lingkungan kerja
yang professional, jujur, terbuka peduli dan tanggap terhadap setiap
kegiatan Perusahaan serta kepentingan pihak stakeholders;

5. Budaya kerja dikembangkan untuk memotivasi karyawan dalam bekerja;

6. Seluruh insan Perusahaan harus menerapkan budaya kerja dan sikap
mental dasar Perusahaan secara konsisten dan melakukan evaluasi secara
periodik;

7. Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perusahaan dilarang PER-01/2011
memberikan atau menawarkan atau menerima baik langsung ataupun Pasal 40 (1)
tidak langsung sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan atau
seorang pejabat Pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan
atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

PER-01/2011

8. Direksi wajib menandatangani Pakta Integritas untuk tindakan
Pasal 41 (1)

transaksional yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau
RUPS;

9. Perusahaan dalam batas kepatutan hanya dapat memberikan donasi
untuk amal atau tujuan sosial sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;

PER-01/2011
Pasal 42

Pemantauan Ketaatan GCG

1. Perusahaan harus secara aktif mengungkapkan sejauh mana pelaksanaan
prinsip Good Corporate Governance dan masalah yang dihadapi;
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11.

Pemegang Saham melaksanakan Good Corporate Governance sesuai
dengan wewenang dan tanggung jawabnya;

Direksi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip
profesionalisme, efisiensi dan prinsip Good Corporate Governance
yaitu:transparansi,akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian serta
kewajaran;

Salah seorang anggota Direksi ditunjuk oleh Rapat Direksi sebagai
penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan GCG di
Perusahaan;

Setiap pegawai dapat menyampaikan laporan tertulis mengenai dugaan
pelanggaran terhadap penerapan Good Corporate Governance melalui
Tim Pemantau Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG), Tim Unit
Pengendalian Gratifikasi (UPG), Tim Pemantau Pelaksanaan Whistle
Blowing System (WBS) atau media lain yang ditetapkan /disediakan
Perusahaan untuk kepentingan tersebut;

Tim Pemantau Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) yang
dibentuk Direksi memastikan ketaatan terhadap aturan Good Corporate
Governance melalui self assessment dan secara berkala melaporkannya
kepada Direksi dan Komisaris;

Satuan Pengawasan Intern (SPI) selaku Ketua Tim Unit Pengendalian
Gratifikasi (UPG) dan Ketua Tim Pemantau Pelaksanaan Whistle Blowing
System (WBS) melakukan penilaian terhadap pelaksanaan penerapan
Good Corporate Governance secara periodik atas laporan dugaan
penyimpangan dan melaporkan hasilnya kepada Direksi dan Komisaris;

Dewan Komisaris harus memantau dan memastikan bahwa Good
Corporate Governance telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan;

Direksi wajib membangun dan melaksanakan program manajemen risiko
korporasi secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan
program GCG;

Pemegang Saham memberikan arahan/pembinaan penerapan Tata Kelola

Perusahaan yang Baik kepada Direksi dan Dewan Komisaris;

Pengangkatan anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak
Perusahaan dilaksanakan berlandaskan pada prinsip-prinsip Good
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Corporate Governance yaitu profesionalisme, transparansi, kemandirian,
akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran;

Perusahaan melakukan pengukuran terhadap penerapan Tata Kelola
Perusahaan yang Baik dengan melakukan assessment terhadap
pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan direview secara
berkala dan menjadi salah satu unsur Key Performance Indikator (KPI)
yang dituangkan dalam Kontrak Manajemen;

Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan

Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat
terhadap kebijakan pengelolaan Anak perusahaan/Perusahaan
Patungan;

Dewan Komisaris berperan dalam pemilihan calon anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan, serta
memberikan penetapan tertulis (setuju atau tidak setuju) terhadap
proses pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Anak
Perusahaan/Perusahaan Patungan;

Persyaratan untuk dapat dicalonkan menjadi anggota Direksi dan
anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan adalah:

v' Syarat Formal

v' Syarat Materiil

v' Syarat Lain

Dalam rangka melaksanakan proses pemilihan calon Direksi dan Calon
Komisaris, Direksi Perusahaan membentuk Tim Evaluasi yang diketuai
oleh Anggota Direksi Perusahaan yang membidangi Sumber Daya
Manusia, dan anggota Tim Evaluasi tidak diperkenankan untuk
dicalonkan sebagai calon Direksi dan calon Komisaris;

Pemberhentian anggota Direksi dan/atau Komisaris Anak Perusahaan,
sepenuhnya merupakan kewenangan Direksi Perusahaan melalui RUPS
Anak Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

Pelaksanaan pendirian Anak Perusahaan dalam rangka melaksanakan
kebijakan atau program pemerintah diajukan Direksi dengan dukungan
Dewan Komisaris untuk disetujui oleh Menteri BUMN dengan terlebih
dahulu direview oleh Tim yang dibentuk oleh Menteri BUMN;
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Menteri Badan Usaha Milik Negara melakuan penataan Anak
Perusahaan atau Perusahaan Patungan di Lingkungan BUMN;

Direksi menetapkan kebijakan pengaturan Anak Perusahaan (subsidiary
governance) dan/atau Perusahaan Patungan antara lain mencakup:
pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi, penetapan target kinerja
dan penilaian kinerja serta insentif bagi Dewan Komisaris dan Direksi.

LHKPN, Gratifikasi dan Whistle Blowing System (WBS)

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk
selanjutnya disebut dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak
dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai
Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan
data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan
secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang
diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember,
dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret
tahun berikutnya;

Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan pejabat tertentu
Perusahaan yan ditunjuk oleh Direksi, wajib menyampaikan laporan harta
kekayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Perusahaan memiliki kebijakan tentang kepatuhan pelaporan harta
kekayaan penyelenggara Negara bagi Dewan Komisaris, Direksi dan
pejabat satu tingkat di bawah Direksi, terdapat sosialisasi dan bimbingan
teknis serta kepatuhan tentang penyelenggara Negara di Perusahaan
dalam menyampaikan LHKPN;

Perusahaan melaksanakan program pengendalian gratifikasi sesuai
ketentuan yang berlaku meliputi komitmen Dewan Komisaris dan Direksi,
ketentuan-ketentuan tentang gratifikasi, fungsi yang ditugaskan
mengelola gratifikasi, mekanisme pelaporan gratifikasi, pemantauan atas
pelaksanaan dan sanksi atas penyimpangan ketentuan gratifikasi;

Perusahaan melaksanakan upaya untuk meningkatkan pemahaman
terhadap kebijakan pengendalian gratifikasi dan mengimplementasikan
kegiatan pengelolaan gratifikasi sesuai perundang-undangan yang
berlaku;

NINDYA

SK-315/2019
diktum kesatu

SK-
16/5.MBU/2012
Par 104

Peraturan KPK
07/2016

Peraturan KPK
07/2016

PER-01/2011
Pasal 42

SK-
16/S.MBU/2012
Par7,8&9

SK-
16/S.MBU/2012
Par 10

SK-
16/S.MBU/2012
Par11& 12
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> 7. Perusahaan memiliki kebijakan tentang pelaporan atas dugaan SK-
penyimpangan pada perusahaan (Whistle Blowing System), memberikan ;gﬁg/’i‘i/&z‘ﬁz
sosialisasi dan pemahaman atas kebijakan Whistle Blowing System kepada !
karyawan perusahaan, melaksanakan kebijakan tentang pelaporan atas
dugaan penyimpangan pada Perusahaan serta terdapat pelaksanaan
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan secara berkala.
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PENGELOLAAN HUBUNGAN DENGAN
PEMANGKU KEPENTINGAN (STAKEHOLDERS)

Konsumen
Mitra Kerja
Karyawan

Pemerintah

Masyarakat Sekitar

Revisi 0.5 | Edisi 2020




>

ata Kelola
Perusahaan
Code of Corporate Governance N INDYA

>

Konsumen

1. Perusahaan harus menghormati hak Pemangku Kepentingan PER-01/2011
(stakeholders) yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 38
dan/atau perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan dengan karyawan,
pelanggan, pemasok dan kreditur serta masyarakat sekitar tempat usaha
perusahaan dan pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya;

2. Perusahaan memberikan layanan jasa konstruksi dan jasa lainnya yang
berkualitas dengan memanfaatkan secara optimal potensi yang dimiliki
Perusahaan;

3. Penanganan keluhan konsumen dilakukan secara professional melalui
mekanisme yang baru dan transparan;

4. Mengupayakan secara maksimal kepuasan konsumen melalui pelayanan
prima dan inovatif;

5. Perusahaan memelihara hubungan/komunikasi yang berkelanjutan
dengan konsumen,;

6. Direksi melakukan hubungan yang bernilai tambah bagi perusahaan dan ¢,
stakeholders antara lain mengenai hak-hak konsumen/pelanggan, 16/5.MmBU/2012
kebijakan keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumen/pelanggan Par111
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adanya
kontak pelanggan untuk menerima umpan balik secara mudah dan
mekanisme penanganan keluhan pelanggan, adanya program untuk
mengkomunikasikan informasi produk/layanan kepada pelanggan.
Penanganan keluhan pelanggan dilakukan secara tanggap dan efektif dan
progress kinerja penanganan hak-hak dan keluhan pelanggan telah
ditindaklanjuti/ditangani dengan pelaksanaan survei secara sistematis
dilakukan secara berkala.

Mitra Kerja

1. Perusahaan harus menghormati hak Pemangku Kepentingan PER-01/2011
(stakeholders) yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 38
yang berlaku dan/atau perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan dengan
mitra kerja;

2. Perusahaan menjalin kerja sama dengan mitra kerja dilandasi iktikad baik
dan saling menguntungkan serta dituangkan dalam kesepakatan secara
tertulis;




P N |
Tata Kelola
Perusahaan

Code of Corporate Governance N INDYA

Bermitra secara professional dengan mematuhi setiap kesepakatan yang

telah dituangkan dalam kontrak kerja sama;

Perusahaan menjalankan peraturan perudang-undangan yang berlaku ¢

dan perjanjian dengan pihak ketiga; 16/5.MBU/2012
Par 110

Perusahaan mengembangkan kemitraan dengan pemasok untuk

memperoleh barang dan jasa yang sesuai dengan biaya yang dikeluarkan, 16/5.MmBU/2012

antara lain melakukan seleksi pemasok berdasarkan persyaratan yang Par112

terukur dan jelas, melakukan assessment pemasok berdasarkan

pencapaian QCDS (quality, cost, delivery, service) dan mengukur

kepuasan pemasok dengan pelaksanaan survei;

Perusahaan memiliki prosedur tertulis menampung dan menindaklanjuti s

keluhan-keluhan stakeholders (pemasok, karyawan, dan lain-lain) 16/5.MBU/2012
Par 116

dilaksanakan secara konsisten dan efektif;

Karyawan

Pengadaan, pengangkatan, penempatan, pemberhentian, kedudukan,
kepangkatan, jabatan, gaji/upah, kesejahteraan penghargaan, dan sanksi
kepada karyawan Perusahaan diatur dan ditetapkan oleh Direksi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang
ketenagakerjaan;

Direksi harus mempekerjakan, menetapkan besarnya gaji, memberikan
pelatihan, menetapkan jenjang karir, serta menentukan persyaratan kerja

PER- 01/2011

Pasal 37 (1)
lainnya, tanpa memperhatikan latar belakang etnik seseorang, agama,
jenis kelamin, usia, cacat yang disandang seseorang, atau keadaan khusus
lainnya yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan;
Pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajiban karyawan yy 19/2003
ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan peraturan Pasal 87 (1)

perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan;

Kontrak atau perjanjian antara Perusahaan dengan karyawan dibuat secara
tertulis dengan memuat hak dan kewajiban setiap pihak secara jelas;

Setiap karyawan mendapat kesempatan yang sama untuk
mengembangkan karir sesuai dengan kemampuannya tanpa membedakan
jenis kelamin, suku, ras, golongan dan agama;
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6.

10.

11.

12.

13.

14.

Perusahaan mempunyai wewenang dalam menerima, mengangkat,
menempatkan dan memberhentikan karyawan serta memberikan sanksi
disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Perusahaan menetapkan standar prestasi kerja untuk setiap
jabatan/pekerjaan yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian prestasi
kerja;

Penerimaan karyawan dilaksanakan melalui proses analisis kebutuhan,
pelamaran dan seleksi yang obyektif tanpa memandang jenis kelamin,
suku, ras, golongan dan agama;

Setiap kebijakan Perusahaan yang terkait dengan karyawan disusun secara
transparan, mengakomodasi kepentingan karyawan dan peraturan
perundang-undnagan yang terkait;

Sistem penilaian kinerja karyawan ditetapkan dan dilaksanakan secara adil
dan transparan;

Direksi wajib menyediakan lingkungan kerja yang bebas dari segala bentuk
tekanan (pelecehan) yang mungkin timbul sebagai akibat perbedaan
watak, keadaan pribadi, dan latar belakang kebudayaan seseorang;

Perusahaan memberi kesempatan kepada karyawan untuk membentuk
Serikat Pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Serikat Pekerja wajib memelihara keamanan dan ketertiban dalam
Perusahaan, serta meningkatkan disiplin kerja;

Perusahaan memiliki kebijakan yang mendorong partisipasi karyawan dan
metode penilaian untuk mengukur kepuasan karyawan.

Pemerintah

Perusahaan harus bertanggung jawab untuk mematuhi hukum dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan yang
berhubungan dengan lingkungan hidup, perlindungan konsumen,
ketenagakerjaan, perpajakan, larangan praktek monopoli dan persaingan
usaha tidak sehat, kesehatan dan keselamatan kerja dan sebagainya;

NINDYA

PER-01/2011
Pasal 37 (2)

UU 19/2003
Pasal 87 (2)

UU 19/2003
Pasal 87 (3)

SK-
16/5.MBU/2012
Par 115
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Perusahaan akan selalu meningkatkan kualitas layanan jasa konstruksi dan
jasa lainnya dalam upaya memberikan kontribusi terhadap pembangunan
Nasional;

SK-
3. Perusahaan memiliki kewajiban kepada Pemerintah dengan penyampaian 16/5.MBU/2012
dokumen kewajiban perpajakan (SPT Tahunan maupun Bulanan) Par114
Masyarakat Sekitar
1. Perusahaan memegang teguh azas kepedulian dan keadilan terhadap
masyarakat sekitar lingkungan operasional Perusahaan;
2. Perusahaan memastikan bahwa dalam setiap melakukan kegiatannya
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Penutup

1. Code of Corporate Governance ini disusun dengan memperhatikan antara lain:

UU nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

UU nomor 9 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

UU nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

PP Nomor 22 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

PP nomor 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan

Pembubaran BUMN

PP nomor 12 tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero)

Peraturan Menteri Negara BUMN nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan

Usaha Milik Negara (BUMN)

» Peraturan Menteri Negara BUMN nomor : PER-09/MBU/2012 tentang Peraturan
Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor PER-01/MBU/2011 tentang
Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada
Badan Usaha Milik Negara;

» Peraturan Mengeri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor: PER-03/MBU/2012
tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris
Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara;

» Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor : PER-12/MBU/2012
tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha
Milik Negara;

» Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor PER-02/MBU/02/2015
tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota
Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara

» Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/02/2015
tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota
Direksi Badan Usaha Milik Negara;

» Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor: PER-02/MBU/06/2016 Jo.
PER-01/MBU/06/2017 Jo. PER-06/MBU/06/2018 Jo. PER-01/MBU/05/2019
tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara
Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi,
Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawaas Badan Usaha Milik Negara;

» Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara R.l. Nomor PER-04/MBU/06/2020
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
Nomor PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan
Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara;

»  Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016, merupakan pengganti KEP-
07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan
Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
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» Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor: SK-315/MBU/12/2019
tentang Penataan Anak Perusahaan atau Perusahaan Patungan di Lingkungan
Badan Usaha Milik Negara;

» Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rl. Nomor : KEP-59/MBU/2004
tentang Kontrak Manajemen Calon Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara;

» KEP-59/MBU/2004 tentang Kontrak Manajemen Calon Anggota Direksi Badan
Usaha Milik Negara;

» KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik
Negara;

» KEP-101/MBU/2002 tentang Penyusunan Recana Kerja dan Anggaran
Perusahaan Badan Usaha Milik Negara;

» KEP-102/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Jangka Panjang Badan Usaha
Milik Negara;

» Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara nomor: SK-
16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas
Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada
Badan Usaha Milik Negara;

» Anggaran Dasar PT NINDYA KARYA (Persero) pertamanya dimuat dalam Akta
Notaris Kartini Muljadi, SH di Jakarta No.76 tanggal 15 Maret 1973, yang telah
disesuaikan berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam Akta Notaris Nur Muhammad
Dipo Nusantara Pua Upa, SH di Jakarta No. 1 tanggal 4 Agustus 2008, beserta
perubahan-perubahannya terakhir dimuat dalam Akta Notaris Khairina, SH di
Jakarta No. 68 tanggal 31 Januari 2020

» Surat Keputusan Direksi PT  NINDYA KARYA (Persero) nomor:
0574/DIRUT/KPTS/SEKPER/06/2019 tentang Tim Pemantau Good Corporate
Governance PT NINDYA KARYA (Persero);

» Surat Keputusan Direksi PT  NINDYA KARYA (Persero) nomor:
0265/DIRUT/KPTS/SEKPER/03/2020 tentang Tim Pemantau Pelaksanaan Whistle
Blowing System (WBS) PT NINDYA KARYA (Persero);

» Surat Keputusan Direksi PT  NINDYA KARYA (Persero) nomor:
0474/DIRUT/KPTS/SEKPER/07/2020 tentang Tim Pelaksana Unit Pengendalian
Gratifikasi (UPG) PT NINDYA KARYA (Persero).

» Surat Keputusan Direksi PT  NINDYA KARYA (Persero) nomor:
2999/DIRUT/KPTS/KDS/09/2020 tanggal 15 September 2020 tentang Budaya
Perusahaan (Corporate Culture) PT NINDYA KARYA (Persero).

» Surat Keputusan Direksi PT NINDYA KARYA (Persero) nomor:
0492/DIRUT/KPTS/SEKPER/11/2020 tanggal 9 November 2020 tentang Visi, Misi
PT NINDYA KARYA (Persero).

2. Code of Corporate Governance ini hanya memuat hal-hal penting yang akan menjadi
acuan dalam Tata Kelola Perusahaan. Hal-hal lain yang tidak dimuat dalam Code ini
tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku.




Tata Kelola
Perusahaan

Code of Corporate Governance NINDYA

3. Code of Corporate Governance ini ditelaah dan dimutakhirkan secara berkala untuk
disesuaikan dengan fungsi, tangung jawab dan wewenang organ-organ Perusahaan
serta perubahan lingkungan Perusahaan.

4. Setiap perubahan terhadap Code of Corporate Governance harus disetujui oleh
Direksi dan Dewan Komisaris.

5. Code of Corporate Governance ini dinyatakan berlaku efektif sejak ditetapkan oleh
Dewan Komisaris dan Direksi.

6. Code of Corporate Governance ini didistribusikan kepada seluruh pejabat Perusahaan
dengan mengacu kepada mekanisme distribusi dokumen Perusahaan
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